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ABSTRAK

Nama : YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG
Program Studi . KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
Judul :  EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP

MELALUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)
DI WILAYAH POLRES BANDUNG : STUDI
KASUS PENANGANAN GENG MOTOR

Tesis ini, membahas masalah efektifitas penerapaal 169 KUHP melalui
Surat Keputusan Bersama (SKB) di wilayah hukum d%olBandung, dalam
menangani kasus geng motor. Keefektifan pasal 188K ini sengaja dibahas
karena sebelumnya kepolisian di wilayah kabupatamdBng seperti mampu
menangani kejahatan geng motor, meskipun tindakalakan hukum telah
dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kaidlitengan pendekatan
fenomenologi. yaitu dengan melakukan wawancarak tierstruktur agar
informan tidak merasa seperti diwawancarai, sel@angiggn memeperoleh hasil
wawancara yang maksimal. Kajian kepustakaan merai@umn teori strategi
pencegahan kejahatan, pencegahan kejahatan sitalasieori peran dan teori
konflik serta konsep koordinasi.

Melalui penelitian dan hasil analisis, penulis mergulkan bahwa setelah
terbitnya Surat Keputusan bersama (SKB) maka k&palimendapat legitimasi
penuh untuk menerapkan pasal 169 KUHP. Kemudiagatetangkah-langkah
sosialisasi ke berbagai pilar penting dalam penalaggan kejahatan geng motor
tersebut, serta tindakan preventif yang diambih df@apolres Bandung semakin
memperlihatkan keefektifan pasal 169 KUHP sebagasab pokok dalam
penanggulangan geng motor. Hal tersebut terlihagale tidak adanya aktifitas
geng motor sama sekali dan adanya pembubaran gengr rdi kabupaten
Bandung.

Kata kunci: Pasal 169 KUHP, geng motor dan legisiim&urat Keputusan
Bersama (SKB).
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ABSTRACT

Name . YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG
Study Program . POLICE SCIENCE STUDY
Title . AFFECTIFITY OF THE IMPLEMENTATION OF

ARTICLE 169 INDONESIAN CRIMINAL CODE
THROUGH MUTUAL DECREE (SKB) IN
BANDUNG RESORT POLICE AREA : CASE
STUDY OF MOTORCYCLE GANG HANDLING

The thesis, analises the affectiveness of theemphtation of article 169
Indonesian Criminal Code through Mutual Decree (PKBRelated Institusion in
Bandung resort police area in handling a case otorogcle gang. The
affectiveness of this article 169 Indonesian CrahirCode is deliberately
discussed since prior to it the police of Bandurepaseemed have not been able
in handling the motorcycle gang crimes, even thosgwveral law actions have
been implemented.

The research uses the qualitative research maeitlibd phenomenology
approach. Unstructured interviews were used to kotver people experiences,
therefore the informant does not have the feeliag he/she is being interviewed
to get a maximum result. The library study was usedlig theories on crime
prevention strategy, situational crime preventiaie theory and conflict theory,
and coordination concept.

Through the writer research and the analysis tbedifindings, concluded
that after the issuance of Mutual Decree (SKB) pthéce has a full legitimate
power to enforce article 169 Indonesian Criminad€oThen with socialization
steps to all releted institutions motorcycle garighe, has been prevented by the
head of resort police Bandung, and of article It@ohesian Criminal Code has
been effective in handling the motorcycle gangs fpbroven by the disappearance
of motorcycle gang activities and the dissolutiénmmtorcycle gang in Bandung
District.

Keywords: Article 169 Indonesian Criminal Code, oroycle gang, Mutual
Decree of Related Institutions.
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Dalam penulisan tesis ini, saya akan memberikarbgaan bagaimana pola
penanganan awal geng motor di Polres Bandung yamgpak tidak efektif
sehingga keberadaan geng motor tersebut semakigjammen dan menyebar
sampai ke daerah-daerah sekitarnya. Namun kem#@ipalres Bandung AKBP
Hendro Pandowo, SIK, M.Si menemukan suatu pola mgarzan dengan
mencoba mengefektifkan pasal 169 KUHP dalam mendaggi kejahatan yang
dilakukan oleh geng motor dengan mendapat legitipesuh dari masyarakat
dan seluruh instansi yang ada di wilayah Kabup&andung melalui terbitnya
Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangdftask geng motor di
wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini tentunya sarsgsiuai dengan Pasal 13
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolid@gara Republik
Indonesia, yang disebutkan bahwa tugas pokok k&poliadalah, “Memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkanmhudarta memberikan
perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada méaayara

Berdasarkan rumusan pasal dalam undang-undangasli mtaka hampir
secara keseluruhan tugas pokok kepolisian terkartgan bidang pelayanan
masyarakat. Dengan demikian bagi Polri pelayanasyarakat merupakan salah
satu tugas pokok yang penting dalam menciptakanndambentuk citra Polri
yang positif. Pelayanan yang diberikan Polri dakatanan struktur masyarakat
Indonesia tidak bisa terlepas dari perwujudan kewmmadan ketertiban
masyarakat yang diharapkan bersama. Dalam bukuagg perjudul “Patroli
Polisi”, Anton Tabah (1993: 32) menjelaskan bahwa:

Polri hingga kini merupakan kekuatan inti dalam rbera keamanan
dan ketertiban masyarakat, sehingga institusi pEadgukum ini
dituntut untuk mampu meningkatkan mental kejuangapun mutu
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profesionalismenya, sehingga dapat menangkal damamgani
masalah Kamtibmas secara tepat dan konsepsionkm dakala
jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan demikian, Polri yang mabhir, terampil, bemd#m berwibawa akan
benar-benar menjadi kenyataan. Hal ini tentunyaadalitandai, apabila bisa
menanggulangi segala gangguan keamanan dan katertitasyarakat yang
timbul, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelagaya terhadap masyarakat
dan bisa tampil sebagai pengayom masyarakat séengan harapan yang telah
ditanamkan bersama. Dalam bukunya Anton Tabah y@ergudul “Menatap
dengan Mata Hati Polisi Indonesia’, Notonegoro (@990) pun menambahkan
bahwa, “Polisi merupakan ujung tombak pelayananyarakat, selain padanya
melekat tugas sebagai penegak hukum dan pemekiearaanan dan ketertiban
masyarakat”.

Didasari pada upaya seperti inilah maka Polri @rasuntuk memahami
bahwa pelayanan kepada masyarakat sekecil apa@ahadujud pelaksanaan
tugas Polri yang secara universal, merupakan adgfama penegak hukum,
sedangkan di sisi lain berperan sebagai pelindysmngayom, dan pelayan
masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo (1999 20)wzg “Sebagai pengayom,
segala tindakan kepolisian yang dilakukan harugjuktin guna melindungi dan
menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, ggehidapat mewujudkan
adanya rasa aman bagi masyarakat”.

Sebagai pelaksana tugas selaku aparat penegak hdammpembina
keamanan dan ketertiban umum, polisi memiliki peyang sangat besar dalam
mengatasi berbagai dampak yang timbul di tengalyanakat, terutama dalam
mencegah dan diantaranya berbagai tindak kejakataasyarakat. Salah satunya
adalah mencegah aksi anarkis yang marak dilakukdngeng motor, khususnya

di Bandung Jawa Barat. Berdasarkan data_dari wwik.dem, bahwa keberadaan

geng motor di Bandung sudah berlangsung selamaaseld tahun. Sebelum
muncul geng motor di Bandung, terdapat adanya bpbegeng yang terbentuk di
kalangan siswa SMP. Geng-geng itu seperti Tuji Keaveak SMP di daerah
Buahbatu ke atas), GBR (anak-anak SMP di sekitarLIL.R.E. Martadinata),
Neo Nazi (anak-anak SMP daerah Buahbatu ke atadaanh, Ciwastra, dan
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sekitarnya), serta STRG (anak-anak SMP di sekigealong). Namun ketika
lulus SMP, geng-geng tersebut akhirnya membubadkanBeberapa kelompok
masih ada penerusnya dan berkembang menjadi getay saperti GBR, STRG
maupun Moonraker (M2R). Anggota M2R berasal darrbagai sekolah,
khususnya SMA.

Anggota geng motor ini umumnya memakai sepeda mdéanaha RX-
King. Nama Moonraker sendiri diambil dari juduhfilagen 007 James Bond pada
dekade 1980-an. Selanjutnya bermunculan geng-geoigrrainnya yaitu XTC
(kepanjangan dariExalt To Coitu$ yang bisa diartikan menyenangi segala
sesuatu yang berbau seks) di daerah Guruminda dgazBBrigade Sevendi
SMAN 7 Bandung. Umumnya para anggota geng motoBaldung adalah
remaja yang berusia 15 tahun sampai dengan 20 té&kww.detik.com 14
November 2009).

Aksi anarkis dan brutal yang dilakukan geng motatanterjadi sejak tahun

2003 lalu. Lima tahun lalu sebelum aksi geng motoenjurus ke arah
kriminalitas, keberadaan geng motor di Bandung hanya untuk sekadar
perkumpulan anak muda, yang setiap hari berkumpemhyadurkan hobi dan
minatnya masing-masing, seperti berolahraga bersepak bola, basket maupun
melakukan kegiatan kesenian seperti bermusik aatert Namun belakangan
timbul pertikaian di antara geng-geng motor tersebehingga aksi mereka pun
berubah dan berkembang menjadi lebih serius yangjumes ke arah tindak
pidana. Tidak hanya pencurian atau pengerusakag garing dilakukan oleh
geng-geng motor ini, tapi aksi pemukulan atau pemgdkan tanpa sebab yang
akhirnya menimbulkan korban jiwa juga dilakukan eggmyang tergabung dalam

geng motor di Bandung (www.okezone.cdt Oktober 2010).

Seperti yang terjadi pada Kamis 15 November 2008yada 2 warga
Bandung menjadi korban kekerasan geng motor di aérygng terpisah. Korban
Adi Samsul Hadi dirampok oleh geng motor ketikagegm menunggu taksi di
Jalan Lembong Bandung. Selain dianiaya, warga Jajama Nomor 3 RT 01/ 08
Cicendo, Bandung itu juga harus kehilangan sebetdpdn genggam Nokia
seharga Rp2 juta dan sejumlah uang tunai. Akibatg@eiayaan itu, korban

menderita luka serius pada bagian muka dan lengakargna berupaya menahan
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serangan senjata tajam yang dilancarkan sekitan enang pelaku. Beberapa jam
kemudian, aksi kekerasan yang juga dilakukan geopmmenimpa korban OKi
Brima Setiana, warga Kampung Panyingkiran NomoiT2B/03, Sadang Serang,
Kecamatan Coblong Bandung. Korban yang saat itargpdaik taksi dihadang
oleh gerombolan geng motor di Jalan Veteran, Kéama Kebon Pisang,
Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Korban dgpakrun oleh pelaku
kemudian dipukuli menggunakan kunci roda. Seteidaktberdaya dompet dan

HP Nokia N-73 dirampas para pelaku (www.antara,cb®riNovember 2009).

Selain itu tanggal 12 Januari 2008, puluhan anggetsy motor menyerang
rumah warga di kawasan Pasir Impun, Kecamatan AntagKota Bandung.
Akibat aksi penyerangan itu, sejumlah rumah mil&rga mengalami kerusakan
dan para penghuninya merasa panik dan ketakutagademah geng motor ini.
Bahkan saat hendak diusir warga, kelompok geng msémpat melakukan
perlawanan dengan melempari warga menggunakan IssExia kayu.
(www.tempointeraktif.com13 Januari 2008).

Terjadinya perilaku anarkis yang dilakukan kelompg&ng motor di
Bandung disebabkan oleh beberapa faktor. MenurggArfnama samaran, salah
seorang anggota Geng Motor Brigez), bahwa faktakatka dan dendam
menjadi sebab utama dirinya melakukan hal-hal yaetanggar hukum. Lebih
lanjut dikatakan bahwa:

“Anggota geng sebagian besar adalah remaja tanggangnasih duduk di

bangku SMU. Mereka belum mempunyai penghasilan iseriarena

itulah mereka sering melakukan kejahatan agar tisanbeli narkotika
tersebut. Mereka brutal karena ada urdruigs danalcohol Dulu saudara
saya juga kalau membutuhkan uang dia suka ‘beldig@lah yang biasa
digunakan untuk penjambretan). Sebelum menjadi @aggeng motor
saya sering menjadi korban pemalakan anggota gentgr fainnya. Saya
sering diperas dan tidak bisa melawan karena mesekéu beramai-ramai.

Oleh karena itu untuk mendapatkan perlindungana sagsuk ke geng

motor yang berbeda, dan bisa melakukan apa yanglugernah saya

alami. Soal sebab tawuran antar geng motor, bahghiang bisa menjadi

pemicunya. Mulai dari masalah rebutan wanita, da&eskuasaan, hingga
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wilayah pemasaran obat-obatan. Kalau sudah begisuh pasti dikejar
sampai ketemu. Kalau ketemu, kita rampas motor parsanya. Kadang
motornya dibakar, samurai juga ikut bicara. Tapdaki pernah
dipublikasikan orang yang tewas. Jadi sekedar anua tahu antara anak

geng motor saja (www.kompas.cq.glJanuari 2008)”

Lebih lanjut Sosiolog Universitas Padjadjaran (UhpaBudi Rajab
(www.kompas.co.ig3 Januari 2008) mengatakan bahwa:

“Geng motor ini salah satu sub kultur yang munduBdndung dalam 5
(lima) tahun terakhir. Mereka cenderung menjadi kullur yang agresif
dibandingkan sub kultur-sub kultur anak muda Bamgdiannya. Anggota
geng motor ini rata-rata ABG (Anak Baru Gede) damaja Bandung yang
usianya antara 15-20 tahun. Usia di mana anak maganya ingin mencari
jati diri. Tidak hanya minimnya tempat penyaluramat remaja Bandung,
lemahnya penegakan hukum dari aparat kepolisiam jikgit memicu

menjamurnya dan makin brutalnya aksi geng motofisiPeering kali

melepaskan pelaku kriminalitas dari geng motor dangwudah. Ini karena
banyak anggota geng motor yang merupakan anakaoiek atau anggota
TNI. Disini penegakkan hukum terkesan lemah dalaenindak para pelaku
geng motor, sehingga mereka tidak segan-segan untekakukan

perbuatannya kembali”.

Keberadaan Geng Motor telah berubah menjadi “momagkdng
meresahkan, menciptakan ketakutan, kecemasan,aketidmanan penduduk
yang amat sangat. Mengancam keselamatan jiwa gepaesi dan masyarakat.
Aksi mereka tergolong anarkis, brutal, dan beringasg disertai tindak pidana
penyerangan, perampasan, penjarahan (mini - markEjampokan, dan
penganiayaan. Bahkan penganiayaan yang dilakukagold@g sadis seperti
menggergaji kepala korban, menabrak, menggilasakopakai motor, membakar
tangan korban dengan menempelkannya pada knalgot yeng panas, dan ada

juga yang melakukan perusakan rumah warga dengambaw®k pemiliknya.
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Dalam melaksanakan aksinya mereka menggunakammaatnya pistol angin,
pedang, samurai, golok, clurit, yang biasanya diieggagan kondisi mabuk.

Atas dasar inilah dalam mencegah terjadinya akarka yang dilakukan
oleh geng motor di Bandung, maka dibutuhkan beibggmya yang tidak terbatas
pada peran polisi saja, akan tetapi juga haruskdiay oleh berbagai pihak. Salah
satunya melalui penerapan Surat Keputusan Bers8iB)(pelarangan aktivitas
geng motor di Kabupaten Bandung, dengan tujuankum@&mberantas aksi-aksi
geng motor yang selama ini menimbulkan ancaman dangguan bagi
masyarakat. SKB merupakan bentuk kesepakatan ba&rgang ditandatangani
pada tanggal 29 November 2010 oleh Kapolres BandA®R@P Hendro
Pandowo, Bupati Bandung Obar Sobarna, Kepala Kagakdlegeri (Kejari) Bale
Bandung Yugaiyum Hasim, Dandim 0609 Agus Jauhastul DPRD Kabupaten
Bandung Toto Suharto, serta instansi terkait. SK&lanang geng motor XTC,
Brigez, Moonraker, dan GBR, yang selama ini beretiakabupaten Bandung,
karena menjadi ancaman dan gangguan bagi perwujk@@manan serta
ketertiban masyarakat. Atas dasar inilah maka dergknya penandatanganan
SKB, geng motor XTC, Brigez, Moonraker, dan GBR yditakan sebagai
organisasi terlarang di wilayah Kabupaten Bandudigpana segala bentuk
aktivitas dan pemakaian atribut atas nama kelonkebdmpok tersebut
merupakan bentuk kejahatan dan apabila terbuktardedncam dengan hukuman
maksimal enam tahun penjara, sesuai dengan paSaKii& Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu dengan diterbitkannya SKB menambah itegsi masyarakat
terhadap aparat penegak hukum untuk lebih tegdmdap keberadaan geng
motor tersebut, tanpa harus menunggu terjadinyadika®) penyerangan atau
penganiayaan yang seringkali mereka lakukan. R&pat;oi, dan bahkan hanya
pemakaian atribut sudah tergolong dalam pelanggadama yang dapat berujung
hukuman penjara. Sebelum ada SKB sudah ratusaroi@nggng motor yang
diamanakan namun tidak hanya mendapat pembinaandaaj biasanya hanya
didata oleh polisi. Ringannya sanksi tidak memlsrghock theraphyagi geng
motor, sehingga mereka berpeluang melakukan timdaearkis yang dapat

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
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Atas dasar inilah maka peneliti tertarik melakukaenelitian mengenai
efektifitas penerapan SKB larangan aktivitas germgomdi Kabupaten Bandung,
dalam mencegah terjadinya aksi-aksi anarkis yamgng@li mereka lakukan
guna mewujudkan situasi kondusif bagi masyarakalai® itu peneliti juga akan
menggunakan metode penelitian kulitatif yang menyreneliti cocok untuk
memahami dan mengerti gejala, fakta, realita daistpea bagaimana efektifitas
pasal 169 KUHP dengan legitimasi terbitnya SKB dbtt dengan tingkat
kejahatan yang selama ini dilakukan oleh geng maehingga efektifitas dari
kebijakan tersebut dapat diketahui dalam menciptdeamanan dan ketertiban
yang diharapkan masyarakat di Kabupaten Bandung.

B. Masalah Pendlitian

Sebagaimana sudah dikemukakan pada latar belakaagplah serta
pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, difeen fenomena kejahatan
dari beberapa geng motor yang dipilih sebagai olpekelitian untuk dikaji
secara ilmiah, mengenai peyebabnya dan bagaimatea gEnanganannya.
Sehingga masalah penelitian dalam tesis ini adabhgai berikut;

1. Aparat penegak hukum terlihat kurang tegas dalammgatesi

kegiatan geng motor. Hal itu menyebabkan semakinmnjanaurnya

pertumbuhan geng-geng motor yang baru dan semal@ningkatnya
kualitas dan kuantitas jenis kejahatan yang dilakutdeh geng motor.

2. Keberadaan pasal 169 KUHP belum dapat diterapkearaefektif

dalam penanggulangan keberadaan geng motor di &sbupBandung

karena belum ada aturan mengenai pelarangan getog. mo

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokusatahgli atas maka dapat
dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagaiterik

1. Mengapa aparat penegak hukum terkesan tidak tedas anenindak

perilaku geng motor yang melakukan kejahatan dayeih Bandung?
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2. Apa yang melandasi terbitnya SKB sebagai legitimaesnerapan
pasal 169 KUHP dalam mencegah kejahatan geng ntbtétabupaten
Bandung?

3. Bagaimana efektifitas penerapan pasal 169 KUHP |melBKB

dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyadstatkeberadaan

geng motor di Kabupaten Bandung?

D. HipotesaKerja

Hipotesa kerja yang digunakan dalam penelitian nmengacu kepada
permasalahan penelitian dan fokus masalah pemeliaag sedang dilaksanakan
yaitu: “Pasal 169 KUHP belum dapat efektif ditd@p untuk mengatasi Geng
Motor di Bandung tanpa legitimasi penuh dari maakar dan legitimasi itu
terimplementasikan melalui terbitnya Surat Keputuggrsama (SKB) tentang

pelarangan segala aktifitas geng motor”.

E. Tujuan Penélitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secplas mengapa
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilaggdndung seperti tidak
terbendung dan semakin merajalela. Namun dilainPosres Bandung berhasil
menemukan pola penanganan yang efektif dalam masigaan mengantisipasi
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengangajak peran serta aktif
masyarakat dan instansi lainnya untuk menyamakeseps bahwa aktifitas geng
motor di kabupaten bandung sudah benar-benar samgiasahkan masyarakat
dan hal tersebut diimplementasikan dengan terbiwyeat Keputusan Bersama
(SKB) tentang pelarangan segala aktifitas geng nada menerapkan pasal 169
KUHP sebagai langkah hukumnya.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah sebagai berikut;
1. Manfaat Akademis
a. Menambah pengetahuan sekaligus memperkaya infonmasgenai

peran Polri dan instansi terkait dalam mencegaadierya ancaman maupun
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gangguan masyarakat melalui kerjasama terpadu) salanya penerbitan
SKB larangan aktivitas geng motor.

b.  Bermanfaat bagi upaya pengembangan ilmu pengetabeegna dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangam Kepolisian,

terutama dalam hal hubungan pencegahan kejahatdéalumkerjasama
dengan sejumlah instansi terkait khususnya dalampbBaerbitan SKB

larangan aktivitas geng motor, guna mewujudkan lkemam dan ketertiban

masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Berusaha untuk memberikan masukan dan manfaat paga
pengambil kebijakan, terutama Polri, dalam hal pspen pasal 169 KUHP
sebagai upaya antisipasi larangan kegiatan ormag geeresahkan guna
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakatayati hukumnya.

b.  Berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran dalpaya
mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah tug#s dengan
mengefektifkan peran serta masyarakat dan inssamsping melalui proses
yang dilakukan tahap demi tahap sehingga tujuam&aan dan ketertiban

tercapai.

G. Metode Penditian

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis imilad metode kualitatif
dengan metode Fenomenologi (Edmund Husserl) yanuglefi@isikan sebagai
studi tentang bagaimana orang mengalami dan meragierb sesuatu. Pada
penelitian ini satu-satunya cara untuk mengetakagplaman orang lain adalah
dengan melakukan wawancara terhadaporang tersaiaing pengalaman yang
dialaminyd.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancasehadap para pelaku
kejahatan geng motor tentang hal apa yang mendomuergka terlibat dalam
aktifitas geng motor dan mengapa mereka melakukeaatustindak pidana
tersebut. Selain kepada orang yang terlibat lamgsialam kejahatan geng motor,

! Dr.J.R.Racdvietode Penelitian Kualitatif Jakarta, Grasindo, 2010, hal 82.
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peneliti juga melakukan wawancara secara mendalepada aparat penegak
hukum dalam hal ini adalah Kapolres selaku pimpiRalres sebagai pihak yang
mengambil kebijakan di Polres. Wawancara kepadaakBReskrim selaku kepala
satuan reskrim yang menangani langsung proses @ekey hukum terkait
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Selainwawancara juga Kasat
Intelijen selaku pemberi informasi yang pentingtaeig kondisi dilapangan baik
itu terkait aktifitas geng motor maupun tanggapassyarakat terhadap semua
kejahatan yag dilakukan oleh geng motor dan pemarggang dilakukan oleh
Polri. wawancara juga dilakukan kepada Perwira iSkkel Kodim setempat
untuk mengetahui tanggapan mengenai keberadaan metg dan langkah-
langkah konkrit yang dilakukan oleh TNI untuk memtwa Polres dalam
penanganan geng motor. melakukan wawancara dengah tmasyarakat untuk
dapat mengetahui secara langsung perilaku gengrndatam masyarakat dan
bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberapsn motor tersebut.
Melalui metoda pengamatan yang dilakukan oleh pentrhadap dampak
dilakukannya penanganan yang sangat aktif olewe®dBandung, baik itu
tanggapan masyarakat maupun dampak terhadap aktggng motor setelah
keluarnya Surat Keputusan Bersama. Sehingga petagtiat melihat efektifitas
dari upaya yang dilakukan oleh Polres Bandung bertse

Peneliti juga melakukan kajian terhadap dokumergdenmengumpulkan
dokumen dan menganalisa dokumen yang berkaitanadeaktifitas kejahatan
yang dilakukan oleh geng motor dan penanganan tgalg dilakukan oleh Polres
Bandung selama 1 tahun dan kurun waktu tahun 28&0ingga dapat dilihat
apakah aktifitas kejahatan yang dilakukan oleh gemgtor tersebut dapat
mempengaruhi keamanan dan ketertiban secara mé&ndalo apakah langkah-
langkah yang telah dilakukan oleh Polres Bandunigndamengantisipasinya
memperoleh hasil yang signifikan dalam arti yangiffo Sehingga nampak
bahwa pendekatan penelitian dalam penulisan inlahdguridis managerial
dengan desain penelitian menggunakan studi kasgsrgetor.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang amaganelitian ini

dengan menggunakan beberapa metode pengumpulaselzgai berikut:
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1. Setting Penelitian
a. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung.
b.  Waktu Penelitian
Rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama samester (3
bulan) dimulai pada awal bulan Februari.

2. Sumber Penelitian

Yang akan dijadikan sumber penelitian adalah oxmagg yang memiliki
kompetensi dengan masalah yang diteliti yang safiaygq disebut sebagai
Informan kunci yaitu Kapolres kemudian informan toeg yaitu personil yang
sudah lama berdinas di Polres bandung, pelakugéag motor dan yang disebut
informan tambahan yaitu masyarakat, anak sekol@hatiganisasi massa yang

membantu Polres

3.  Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakaam penelitian ini
adalah, sebagai berikut:
a. Pengamatan
Pengamatan terlibat dilakukan peneliti di lokagidsi yang selama ini
menjadi tempat berkumpulnya geng motor di Kabup&andung. Dalam
hal ini peneliti ingin mengamati apakah penerbi&¢B mampu mencegah
keberadaan geng motor, atau sama sekali tidak hgapeh sehingga
anggota geng motor tetap ada dan berkumpul di ahlaKabupaten
Bandung.
b. Wawancara mendalam
Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak-pihak gyaerlibat
langsung dalam fenomena keberadaan geng motorin Selawawancara
juga dilakukan secara mendalamepth interview terhadap orang-orang
yang sepakat menyatakan ‘perang’ terhadap segéfdaskgeng motor di

Kabupaten Bandung ,
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Cc.  Analisis dokumen

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis sejumtiikumen baik itu
dari kliping koran maupun data dokumen dari PoBasidung mengenai
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor serta m@kumengenai proses
terbitnya SKB larangan aktivitas geng motor yandgpakhirnya menjadi

legitimasi dalam penerapan pasal 169 KUHP.

H. Pengorganisasian Penulisan

Tesis ini diberi judul ‘EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL69 KUHP
MELALUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) DI WILAYAH POLRES
BANDUNG: STUDI KASUS PENANGANAN GENG MOTOR'. Penwan ini
disusun secara sistematis dalam enam bab, dimaaedab yang satu dengan
bab yang lain memiliki keterkaitan sehingga peramigni memiliki makna yang
utuh sebagai suatu tulisan ilmiah. Sistematis dgdemulisan ini adalah sebagai
berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang gmulisan ilmiah ini,
Masalah Penelitian, Fokus Masalah, Hipotesa Kefjgjuan dan Manfaat
Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Pengorgamsa Penulisan, serta
Pengertian-Pengertian yang berfungsi untuk membag@selitian agar tidak

terjadi bias.

BAB 11 KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini merupakan penjelasan tentang teori dan émrmerkait dengan
penulisan tesis ini. Teori dan Strategi Pencegdtggahatan yang dikemukakan
oleh Dermawan,teosituasional crime preventiod,eori Peran sebagaimana yang
diutarakan oleh Biddle dan Thomas, Teori konfligndkonsep koordinasis.
Kajian Kepustakaan ini merupakan salah satu acuatamd membahas

permasalahan penelitian yang sedang berlangsung.

BAB 111 GAMBARAN UMUM KELOMPOK BERMOTOR
Bab ini mendeskripsikan keadaan umum di lokasi liteare yaitu Polres
Bandung dan wilayah administratif Kabupaten BanduG@mbaran kondisi
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organisasi Polres Bandung menjelaskan tentang pgagisasian, Hubungan Tata
Cara Kerja (HTCK) dan pelaksanaan penyidikan khugu$®erkait dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh anggota Kelompok GengoMd&edangkan kondisi
wilayah penelitian berkait dengan kewenangan isstéerkait adalah kondisi
geografis, demografis dan kamtibmas.

Bab ini juga menjelaskan tentang situasi komunijasg tergabung dalam
Kelompok bermotor dan perilaku yang diwujudkan dalaktifitas kelompok di
wilayah publik. Perilaku yang dimaksud adalah patbo yang meresahkan

masyarakat dimana kelompok dimaksud beraksi dngada

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELOMPOK BERMOTOR
Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mengaruhi penegakan

hukum kemudian diuraikan pula tentang Analisis SW@ahg berisi tentang
Kekuatan dan kelemahan internal serta Peluang dadaka yang berasal dari
aspek eksternal. Disamping itu dijelaskan juga ategt harapan masyarakat
terhadap langkah Polres Bandung dalam menanganig Qéotor yang
meresahkan masyarakat.

BAB V UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR
Bab ini menjelaskan secara rinci tentang langkategakan hukum yang

dilakukan oleh Polres Bandung terhadap tindak @dgang dilakukan oleh
Kelompok Bermotor. Langkah yang dimaksud terpersgsuai prosedur beracara
pidana disesuaikan dengan kewenangan Polri sepaggidik mengacu kepada
KUHAP (UU No. 8/1981). Sedangkan pengenaan pashadap tindak pidana
tersebut adalah Pasal 169 KUHP vyaitu‘(Turut serta dalam perkumpulan yang
bertujuan melakukan kejahatan. atau turut seram@lerkumpulan lainnya yang
dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengdangi penjara paling lama
enam tahun”Hal ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersam®) $rum
Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Bandung

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisikan kesimpulan merupakan hpsihelitian yang

dilakukan sebagai acuan dalam penulisan tesis sekamendasi sebagai
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masukan dalam optimalisasi penegakan hukum khuausnlyadap tindak pidana
yang dilakukan oleh Kelompok Bermotor/ Geng Motor.
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BAB ||

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepustakaan berfungsi sebagai pengarah dalangorganisasikan,
menjelaskan, memprediksi dan menganalisis fenonsosal, serta institusi
pemerintahan yang mencakup Polres Bandung vyaita penyidik Polres
Bandung dan masyarakat kabupaten Bandung. Sasagamlitian secara
sistematik obyektif melalui pola pikir penalarami@h dituangkan pada kerangka
berfikir. Mendudukkan konsep-konsep khusus padasépkonsep umum,
sehingga benar bahwa konsep khusus merupakan legiasmsur konsep umum
tersebut. Menyatakan bahwa hal-hal yang berlaka peati tersebut berlaku pula
hal-hal khusus pada masalah obyek yang akan ding=eelitian:

Kajian Kepustakaan ini menggunakan data dokumen yenupa laporan-
laporan dari hasil kajian penelitian, dan kajiaorites mengenai tulisan para ahli,
serta tata cara penulisan ilmiah. Di samping igajaipergunakan data lainnya
berupa sejarah organisasi, dokumen-dokumen, nadkg@ioran, brosur dan
sebagainya yang dipergunakan sebagai data sekuwhdsamping data hasil
pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dark tidestruktur yang

berfungsi sebagai data primer.

A. Teori Strategi Pencegahan K g ahatan

Kejahatan merupakan suatu masalah sosial yangaphateh masyarakat
di negara manapun dimuka bumi ini. Namun jadi sustliyang menarik dan
menjadi perhatian adalah proses penanggulangarang lyerbeda-beda dengan
tujuan yang sama. Kejahatan dalam arti luas merkydamglanggaran dari norma-
norma yang dikenal masyarakat. Seperti norma agaoena moral, norma
sosial dan norma hukum. Penanganan berkaitan depgkmggaran norma

! Subana dan Sudrajdbasar-Dasar Pendlitian Ilmiah, Cetakan ke 2, Bandung, Pustaka Setia,
2005, him. 77-78.

15

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



16

hukum pada umumnya dirumuskan dalam aturan-atusanuedang-undang yang
dipertanggung jawabkan oleh aparat pemerintah umeikegakkannya, terutama
kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan. Namun, nkareejahatan langsung
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Majalah bila semua

pihak ikut memperhatikan masalah ini.

Dalam menanggulangi masalah kejahatan ini kita mealg adanya
beberapa proposisi tentang pencegahan kejahatatamdiaya, (1Primary crime
prevention (Pencegahan kejahatan tingkat satu). Pencegahanitatapkan
sebagai strategi pencegahan kejahatan melaluidpielaanomi, sosial dan bidang-
bidang lain dari kebijakan umum dengan tujuan utageah untuk menciptakan
kondisi yang sangat memberikan harapan bagi kehmgosial masyarakat; (2)
Secondary crime prevention, adalah hal yang sangat mendasar dapat diketemukan
dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaarmdam@ (3) Tertiary crime
prevention, yaitu dengan memberikan perhatian pada pencedahnlaadap para
residivist melalui peran Polisi dan agen-agen lain dalanesigieradilan pidana.

Bayley (1998) dalam bukunyBolice for The Future mengatakan bahwa
untuk mencegah kejahatan secara efektif maka piidkukan empat kegiatan
yang penting yaitu: Konsultasténsultation), Adaptasi Adaptation), Mobilisasi
(Mobilization), dan Pemecahan Masaldhrdblem Solving). Keempat kegiatan ini
menekankan betapa pentingnya peran masyarakat dalmeegah kejahatan.
Polisi harus berkonsultasi dengan warga mengenangsalahan yang ada,
kemudian merancang kegiatan dan mengadaptasikgraprickegiatannya dengan
permasalahan yang ada serta harus memobilisasiawantuk ikut berperan

mencegah kejahatan dan mencari solusi penanganannya

Perkembangan strategi-strategi pencegahan kejaluiteemtuk oleh tiga
pemikiran, pertama, bahwa polisi tidak dapat meabdgejahatan tanpa bantuan
dari masyarakat; kedua, bahwa polisi harus berlelsih banyak dari pada
bereaksi terhadap terjadinya kejahatan; dan kéiddmva kegiatan patroli terlalu
pasif.

Pertama, polisi tidak dapat memecahkan sendiri laladeejahatan dalam
masyarakat. Polisi membutuhkan bantuan masyarakak umemberi peringatan
kemungkinan calon penjahat, memberitahu merekadieya kejahatan dan
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kemungkinan terjadinya kejahatan, serta memberikdormasi yang akan
membawa ke penangkapan dan penghukuman penjalratedadan kejahatan
bukanlah suatu layanan yang diberikan kepada masyartugas ini juga
merupakan kegiatan yang harus dilakukan masyarlicetyarakat harus menjadi
mitra dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Kedua sumberdaya kepolisian harus disebar secaoaktgr untuk
menghadapi kejahatan, yang berarti mengawasi keddsmlaan yang
menimbulkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Patisnghabiskan hampir
semua waktunya untuk bereaksi terhadap kejahatarset#ikit sekali dari waktu
yang mereka gunakan benar-benar untuk mencegatekam

Ketiga, patroli polisi dirasakan terlalu pasif. Kaeliran polisi yang ditujukan
untuk mencegah kejahatan tidak cukup terlihat. digiatroli yang bergerak
merupakan bagian terbesar dari kegiatan patrolaktimeyakinkan masyarakat
ataupun memperingatkan mereka akan terjadi kejahata

Ada tiga masalah yang timbul akibat adanya usalmgmgahan primer,
sekunder, dan pencegahan tertier untuk menyesuatkandengan model
kesehatan masyarakat, yaitu:

1. Masalah yang berkisar tentang luas lingkup wilagahgkajian \(here to
draw the boundaries), apa saja yang harus dicakughét to include) serta apa saja
yang harus disisihkanvfiat to leave out). Model kesehatan masyarakat adalah
suatu model yang sangat luas cakupannya dan deegaikian adalah berbahaya
untuk memberikan batasan yang sangat luas bagegahan kejahatan. Hal ini
dapat melarutkanya dalam suatu slogan yang tidakpueyai arti. Pada konteks
aktifitas Geng Motor Bandung, yang dimaksud kesmhanasyarakat adalah
sebuah kondisi rasa aman dan nyaman dalam mengaingupan sosialnya
(sehat secara psikologis).

2. Masalah yang berkisar tentang apa yang seharuscgieug dalam masing-
masing tingkat pencegahan (yang secara ideal aardmsrbeda jika tidak mau
secara ekstrim berlawanan) kapan suatu aktifitaterimasuk pencegahan primer
atau sekunder, atau pencegahan tertier? Apakah egaman terhadap
pengulangan pelanggaran itu ada dalam katagori ganta dengan pencegahan

bagi pelanggar yang pertama kali?
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3. Masalah yang berkaitan dengan sifat model kesehai@syarakat yang
mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ilmiah yangpat diterangkan secara
medis. Kecenderungannya adalah melihat sesuatungabumelalui pendekatan
ilmu pasti. Dalam mengkaji masalah kejahatan makalerung akan mengalami
kesulitan, apabila hubungan atas korelasi krimigiodipandang sebagai suatu
hubungan yang pasti. Kejahatan adalah masalahl.sibkiaalah sosial bukanlah
masalah yang seperti lazimnya dipelajari oleh ilpasti. Hal ini sesuai dengan
tema penelitian yaitu perilaku anggota Geng Mot@rupakan masalah sosial
pada awalnya yang kemudian berkembang menjadi mami Hal ini

menimbulkan kecemasan di masyarakat. Hal ini dagantisipasi dengan

tindakan pre-emtif dan preventif berupa penyulutiam sosialisasi.

B. Situasional Crime Prevention

Stuational crime prevention. Pencegahan kejahatan secara situasional
berusaha mengurangi kesempatan untuk suatu kejakajahatan yang lebih
spesifik dengan meningkatkan resiko bagi pelaku aemingkatkan kesulitan
bagi pelaku kejahatan itu sendir (Clarke, 189Pendekatan ini memiliki tiga
indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang tersgesifik.

2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keatlagkungan
sekitar dengan cara yang sistematis.

3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulitku terjadi,
mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akianrang

menguntungkan bagi pelaku (Clarke, 1997).

Pencegahan kejahatan secara situasional pada ymséhih menekankan
bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelakuk melakukan
kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan wigktantu. Dapat diartikan
bahwa sebagai seorang yang berpikir mencegah itergadtejahatan, maka iya

harus juga berpikir sebagaimana seorang yang aktakokan kejahatan. Dengan

2 Makalah Manshur Zikri, analisa strategi pencegatgjahatan dengan pendekatan
situasional,2011.
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demikian upaya pencegahan kejahatan yang diforikalasya akan berdaya

cegah sesuai dengan harapan.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya updy& tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sepagaman perilaku dalam
lalulintas atau hubungan—hubungan hukum dalam kehil bermasyarakat dan
bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegékdoum itu dapat dilakukan
oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikangsehgaya penegakan hukum
itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap rngdou hukum. Siapa saja
yang menjalankan aturan normatif atau melakukanasesatau tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atukammhyang berlaku, berarti
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Daldinsempit, dari segi
subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikebhagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan mekaastegaknya hukum itu,
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu ré@enkan untuk
menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditidgu sudut obyeknya,
yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengeriignjuga mencakup makna
yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegak&nrhutu mencakup pada nilai-
nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyiraduformal maupun nilai-
nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetaam arti sempit, penegakan
hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan fgangal dan tertulis saja.
Karena itu, penerjemahan perkataaw enforcement ke dalam bahasa Indonesia
dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” daf@inuas dapat pula
digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam setnpit. Pembedaan antara
formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupdai keadilan yang
dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasggris sendiri dengan
dikembangkannya istilatie rule of law atau dalam istilakhe rule of law and not
of a man versus istilalthe rule by law yang berartthe rule of man by law Dalam
istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetakarb
dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pulai-nilai keadilan yang

terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakanaistihe rule of just law. Dalam
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istilah the rule of law and not of man, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa
pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukunemmotli dilakukan oleh
hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adatad rule by law yang
dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yangggneakan hukum
sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yangakkud dengan
penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upayay ydilakukan untuk
menjadikan hukum, baik dalam artian formil mauplatam arti materil, sebagai
pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, ddatk para subyek hukum
yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakammhyang resmi diberi
tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk manjderfungsinya
norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan &syarakat dan
bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembah&ga tentang penegakan
hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnyaka&p kita akan membahas
keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukurbatlk,dari segi subyeknya
maupun obyeknya atau kita batasi haya membahasah&rtentu saja, misalnya
hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Makalahemang sengaja dibuat
untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluralsaek yang terkait
dengan tema penegakan hukum itu.

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkaencakup
Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukuonnfal mengatur cara
mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturakum materiil,
sedangkan hukum materiil mengatur hubungan antesdlaa belah pihak atau
menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapakndilserta pengertian
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakahldbn bahasa yang tersendiri,
kadang-kadang orang membedakan antara pengertmagglean hukum dengan
penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitleargan pengertian
pengertiariaw enfocement dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam
arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakaaddan. Dalam bahasa
Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsit of law dalam arti
pengadilan hukum dagourt of justice atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan
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semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Ameeki&at disebut dengan
istilah Supreme Court of Justice.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskahvie hukum yang harus
ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma atuemdsi, melainkan nilai-nilai
keadilan yang terkandung didalamnya. Memang adaridokang membedakan
antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalakangepidana dan perdata.
Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukepemukan bukti formil
belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulamhadikiajibkan mencari dan
menemukan kebenaran materil yang menyangkut nikikeadilan yang harus
diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demiklzakikat tugas hakim itu
sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan&em materil untuk
mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikianléleu, baik dalam bidang
pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang gp&aa hukum sudah
seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sesdiniingga penegakan hukum
dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dariumatyang sama.

Dalam teori penegakkan hukum ini menurut SoerdjSnekanto mengemukakan
bahwa masalah pokok penegakan hukiew enforcement) terletak pada faktor-faktor
yang mungkin mempengaruhi penegakkan hukum itu iserhktor-faktor tersebut
memiliki arti yang netral, sehingga dampak positih negatifnya terletak pada isi faktor-
faktor tersebut yaitu:

1.  Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

2. Faktor penegak hukum, vyakni pihak-pihak yang enspkan dan

menegakkan hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung fadaeghukum.

4.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukamsebut berlaku atau

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karyptacidan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. hidup

Menurut teori ini, diantara semua faktor terseliugka faktor penegak hukum
memiliki titik sentral, hal ini disebabkan oleh &am undang-undang disusun oleh
penegak hukum dan penerapannya dilaksanakan olebgg@le hukum dan penegak
hukum dianggap sebagai golongan panutan hukumnmadelyarakat luas.

Tugas dan fungsi kepolisian tidak hanya sebagsi m¢gara dalam penegakan

hukum saja (menerapkan sanksi jika undang-undalaggtjar), tetapi juga melayani
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masyarakat serta membimbing masyarakat demi terjgaitertib dan tegaknya hukum
serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyamadaah tugas yang sama
pentingnya dengan penegakan hukum.

Sedangkan untuk terselenggaranya penegakan huykaun enforcement) ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi (Soerjono Stekimn Mustofa Abdullah, 1987),
yaitu :

Adanya aturan yang mengatur,
Adanya lembaga yang akan menjalankan perataraelut,

Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaartyramratersebut,

P w D PF

Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yangrargeraturan tersebut.
Dalam penelitian ini jelas bahwa teori penegakakuhuberperan sangat penting
dalam upaya menanggulangi kejahatan yang dilakuékeih geng motor. Upaya
penegakan hukum harus benar-benar maksimal, maieadanya aturan yang mengatur
sampai dengan tumbuhnya kesadaran hukum masya®@édingga dengan demikian
masyarakat juga memiliki daya tangkal terhadap heggn yang dapat membayangi
kehidupan sosial mereka. Selain itu dengan munaukasadaran hukum masyarakat,
maka secara otomatis mereka juga akan merasaikarserta dalam upaya pencegahan
kejahatan bersama-sama dengan polisi. Hal ini ngatakan menguntungkan kepolisian
itu sendiri dalam melakukan penegakkan hukum kamuieungan masyarakat akan
semakin menambah legitimasi Polri untuk dapat &m#egas dalam menegakkan

hukum.

D. Teori Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertiaam Relalah perangkat
tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh saeg yang berkedudukan di
masyarakat.Pengertian peran menurut Ralph Linton iafadadynamic aspect of
a status, yang terjemahan bebasnya adalah segi dinamis stetis. Menurut
Linton seseorang yang menjalankan peran apabilaneajalankan hak dan
kewajiban yang merupakan statusnya. Peran seseprangacu pada bagaimana
seseorang yang berstatus sebagai Polisi dalamnhaeorang Kapolres yang
menjalankan perannya sebagai kepala polisi polrasdéng dalam dalam

memimpin seluruh anggota polres agar mampu mendeni&asa aman kepada

® Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2002, Balai Pustaka, hal. 854.

* Ralph Linton Status and Role, New York, 1967, The Macmilian, hal. 358-363.
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seluruh masyarakat kabupaten Bandung dan mengakosabaruh potensi yang
ada di wilayah kabupaten bandung untuk mampu bersama menanggulangi
segala aktifitas geng motor.

Pengertian dari peran lainnya disampaikan oleh s§roMason dan
McEachern yang mendefinisikan peran adalah sebsgperangkat harapan-
harapan yang dikenakan pada individu yang menemipatiudukan sosial
tertentu’> Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dermaAnorma
sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwanpe ditentukan oleh norma
yang ada di masyarakatPeran ini mengarah kepada seluruh kepala atau
pimpinan dan seluruh orang yang ditokohkan di yeila kabupaten Bandung
untuk dapat memberikan kepastian rasa aman kepadals masyarakat. Artinya
kepercayaan masyarakat bahwa seluruh pimpinanetadaersebut diharapkan
mampu memberikan kontribusi yang aktif dalam upagamgatasi segala aktifitas
kriminal yang dilakukan oleh geng. Terkait dengahinilah maka peneliti ingin
menganalisis peran Polri dalam hal ini Polres Bagdian instansi terkait lainnya
dalam menerapkan SKB larangan aktivitas geng magona mewujudkan

keamanan dan ketertiban masyarakat di KabupatediuBan

E. Teori Konflik

Konflik adalah pertentangan antara dua pihak aghihl Dampak konflik
pada umumnya negatif. Oleh sebab itu, seseoraiiy iednyukai kerja sama dan
perdamaian daripada konflik. Konflik antar kelommaialu timbul karena adanya
sejarah persaingan, prasangka, dan rasa benciydagksifatnya pribadi, politis,
maupun ideologis yang melatarbelakangihya.

Definisi konflik adalah hubungan antara dua pihtudebih (individu atau
kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasasasaran yang tidak

sejalan. Sedangkan definisi kekerasan meliputakad, perkataan, sikap sebagai

® N. Gross, W.S. Mason and A.W. McEacheErplorations in Role Analysis, New York, 1958,
Wiley, Bab 4.

® David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta, 2003, PT. Raja Grafindo Persada,
hal. 106

" Simon Fisher, Dkk.Mengelola Konflik, Ketrapilan & Srategi Untuk Bertindak, Terjemahan:
S.N. Karikasasi, Dkk., The British Council, Indoizgslakarta, 2000, Hal. 3-8.
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struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakamasésik, mental, sosial atau
lingkungan, dan/ atau menghalangi seseorang meoéémsinya secara pentih.

Masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yaerpeda tentang hidup
dan masalah-masalahnya:

1. Kita masing-masing memiliki sejarah dan karaktergyanik.

2. Kita masing-masing dilahirkan sebagai laki-lakivapgerempuan.

3. Kita masing-masing dilahirkan dalam suatu cara pitkrtentu yang

memiliki perbedaan pengalaman dan pandangan.

4. Kita masing-masing memiliki nilai-nilai yang memangikiran dan

perilaku kita serta memotivasi kita dalam mengartibdakan tertentu dan

untuk menolak tindakan lainnya.

Oleh karena itu tidak mengherankan, ketika kitatdmeu dan bekerja
dengan orang lain, kita mengalami bahwa pandangareka tentang suatu hal
kadang berbeda.

Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbédaflik adalah
hubungan antara dua pihak atau lebih (individu &@lompok) yang memiliki
atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang seéglan. Sedangkan
kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap,dgabstruktur atau sistem yang
menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sad@l, lingkungan, dan atau
menghalangi seseorang untuk meraih potensinyasspeauh.

Konflik adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkaan sering bersifat
kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakatak sejalan. Berbagai perbedaan
pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpkerksan, dan sering
menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebabesar atau semua pihak yang
terlibat. Oleh sebab itu, konflik tetap berguna,tidgkat mikro, antar pribadi
hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakaty dagara, semua bentuk
hubungan manusia sosial, ekonomi, dan kekuasaangat@ni pertumbuhan,
perubahan, dan konflik.

Konflik muncul dikarenakan ketidakseimbangan antardaungan-hubungan
tersebut, misalnya, kesenjangan status sosialngureeratanya kemakmuran dan
akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, lsghkuasaan yang tidak

8 Simon Fisher, dkk., 2001Mengelola Konflik, Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak”, Edisi
Bahasa Indonesia, British Council Indonesia : Jak#&tal.4.
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seimbang dimana pada akhirnya akan menimbulkan lateszasalah seperti
diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindakajahatan. Masing-masing
tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk selbaatai yang memiliki potensi
kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik kdktgtrunaupun yang
destruktif.

F. Teori Kepemimpinan

Kreiner menyatakan bahwa leadership/kepemimpinaralabd proses
mempengaruhi orang lain, yang mana seorang pemiimguins dapat mengajak
anak buahnya secara sekarela berpartisipasi gumgapes tujuan organisasi.
Sedangkan Hersey menambahkan bahwa leadership hadelaha untuk
mempengaruhi individual lain atau kelompok. Seorapgmimpin harus
memadukan unsur kekuatan diri, wewenang yang dimdiri kepribadian dan
kemampuan sosial untuk bisa mempengaruhi perilekigolain.

Dalam tulisan ini kepemimpinan yang dimaksud dd&lagaimana seorang
Kapolres memimpin kesatuan atau anak buahnya eg@at dnengajak seluruh
masyarakatnya untuk berpartisipasi menanggulangahk&an bermotor di
kabupaten Bandung.

G. Konsep Koordinasi

Koordinasi merupakan kata yang berasal dari bahagsis coordination.
Makna yang terkandung dapat diartikan sebagai pBage kesetaraan,
kesesuaian, saling mengisi, dan saling mendukuagdi Boordinasi adalah
komunikasi serta usaha untuk mencapai sebuah tljeesama, yang dilakukan
oleh beberapa orang atau kelompok atau organisa®] erstatus setara atau
sederajat satu dengan yang fain.

Sementara Prof. Sapto J. Poerwowidagdo dalam watakdmiahnya
memberikan definisi tentang koordinasi, yaitu “legn memadukan fungsi-
fungsi dan sumber-daya yang ada dalam sistem atmnisasi, sehingga dapat
dicapai hasil yang optimal dalam upaya pencapaian shsaran dan tujuan

® Harian Pikiran Rakyat, 13 Januari 2005
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organisasi’. Koordinasi adalah kata benda, katgakga adalah berkoordinasi
atau mengkoordinasikafl.

Menurut Webster's New Collegiate Dictionaty, coordinate: 1. to put in
the same order or rank; 2. to bring into a common action, movement, or
condition. Tersirat dalam makna kata kerja tersebut adadslarkaan keteraturan
dan derajat, dan kesamaan aksi, gerakan ataupudiskoioordinasi pada
umumnya berlangsung interaksi secara horisontalak@ dapat juga terjadi
interaksi diagonal maupun vertikal. Dalam hubunygartikal, subyek koordinasi
adalah koordinator, sedangkan obyeknya adalah yhkwprdinasikan. Dalam
kaitan komunikasi sosial, koordinasi sangat digenuuntuk dapat tercapainya
keterpaduan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakugahingga langkah atau
tindak lanjutnya dapat mengarah kepada pencapaiihyang optimat?

Sedangkan pengertian koordinasi sebagaimana temcadalam LAN!?
bahwa koordinasi dalam pemerintahan merupakan upayamadukan
(mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskamagai kepentingan dan
kegiatan yang saling berkaitan beserta segenaik,gkemagkah dan waktunya
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran berddekanisme koordinasi
dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu tioasi hirarkis (vertikal) dan
fungsional. Koordinasi hirarkis dilakukan oleh seuy pejabat pimpinan dalam
suatu instansi pemerintah terhadap pejabat ataangisbawahannya, sedangkan
koordinasi fungsional dilakukan oleh seorang péjalb@ suatu instansi terhadap
pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya sdegaitan berdasarkan asas
fungsionalisasi. Sementara koordinasi fungsionkakdkan melalui 3 (tiga) cara
yaitu horizontal, diagonal dan teritorial. Koordsngungsional dilakukan oleh
seorang pejabat atau suatu unit/instansi terhaeg@bagt atau unit/instansi lain
yang setingkat. Koordinasi fungsional diagonal ldilean oleh seorang pejabat
atau instansi terhadap pejabat atau intansi lang yabih rendah tingkatannya

tetapi bukan bawahannya. Sedangkan koordinasi ifmajsteritorial, dilakukan

1% prof. Dr. Sapto J. Poerwowidagdo, MSc, Koordinkgigrasi, Sinkronisasi, Simpikasi (K-I-S-
S) Implementasinya dalam komunikasi sosial TNI-Makalah ilmiah.

1 bid

12 Sistem Administasi Negara Republik IndonesiadJiliEdisi Ketiga, Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia, 1997, hal. 53-55.
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oleh seorang pejabat pimpinan atau suatu instarfsadap pejabat atau instansi
lainnya yang berada dalam sutu wilayah (teritoti@hentu dimana semua urusan
yang ada dalam wilayah (teriorial) tersebut menjadivenang atau tanggung
jawabnya selaku penguasa atau penanggung jawapaiung

Berkaitan dengan tesis ini jelas sekali bahwaasepKapolres selaku kepala
Polres di wilayah kabupaten Bandung berusaha memndikasikan dengan para
kepala instansi lainnya agar mau bekerjasama dalaengatasi dan
menanggulangi aksi kriminalitas yang dilakukan olegeng motor.
Menyelarasakan pikiran dengan persamaan persepsiabmenjaga keamanan
dan ketertiban bukan dibebankan kepada Polri saggaikan menjadi tanggung
jawab bersama selaku aparat pemerintahan. Terb8aoyat Keputusan Bersama

(SKB) merupakan hasil konkret dari sebuah koordidakabupaten Bandung.
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GAMBARAN UMUM KELOMPOK BERMOTOR

A. Segarah Geng Motor

Geng motor dan club motor pada umumnya memilikigeetlan yang
berbeda. Geng motor adalah kumpulan orang —oracigtpemotor yang doyan
kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor y#mmndarai. Sedangkan club
motor biasanya mengusung merek tertentu atau #q@essijenis motor tertentu
dengan perangkat organisasi formal, seperti HDCri¢idaDavidson Club),
Scooter (kelompok pecinta Vespa), kelompok Honedorkpok Suzuki, Tiger,
Mio. Ada juga Brotherhood kelompok pecinta motosdretua

Menurut salah satu sumber informasi yang berprafelsagai Tukang Ojek
di lingkungan Polres Bandung dan tergabung dalasaBuwjek Polres (BOP) ,
mengatakan,

“...yang lazim disebut geng motor atau kelompok bermuwadck oleh media

maupun oleh masyarakat kebanyakan disini adalalmg geotor seperti

Exalt To Coitus (XTC), Grab On Road (GRB), Briga8even (Briges) dan

Moonraker, yang awalnya mereka hanya kumpulan anak-remaja yang

hobi ngebut dengan motor alias trek-trekan di @ammum pada siang

maupun malam hari di Kota Bandung dan anggota kedénmereka adalah

anak-anak usia sekolah SMP dan SMA....".

Namun hal yang disayangkan kelompok bermotor itardebeberapa tahun
belakangan melakukan aksi yang negatif, sepertg y@inyatakan oleh Kasat
Reskrim Polres Bandung, berikut:

“...kelompok bermotor ini sering melakukan tindakaang melanggar

hukum dan semakin beringas, ironisnya justru belaedh antaranya sudah

berbadan hukum resmi menjadi organisasi kepemudiaarsekarang sudah
menyebar di beberapa daerah di Indonesia,dan k@rbalgayah di Jawa

Barat seperti : Exalt To Coitus (XTC) tercatat Inggotakan di atas 5.000

! http://ww.lodaya.web.id
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orang yang tersebar mulai Kota Bandung, KabupatendBng, Ciamis,
Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Subang, gainGirebon dan
Kuningan, dengan organisasi induknya tetap bera#ath Bandung Jawa

Barat”.

Sejarah berdirinya Geng Motor ini dijelaskan seg@as besar oleh, Ketua
Brigez Cabang Kabupaten Bandung, menceriterakaagseberikut

“Geng XTC berdiri pada tahun 1982 di Kota Bandurigengan
menancapkan bendera putih biru muda bergambarkai.|dahun 1980an
juga ditandai dengan kelahiran Brigez dan GBR. &ritahir di SMUN 7
Bandung, sesuai dengan namanya Brigade Seven. \dardera negara
Irak tanpa huruf Arab di tengahnya, menjadi lambialegtitas kelompok ini
dengan kelelawar hitam sebagai simbolnya. Nama eBrigacapkali
diplesetkan menjadi Brigade Setan atau BrigadeaS&grsamaan dengan
kelahiran Brigaz, muncul Grab On Road (GRB) yandphiikan di
lingkungan SMPN 2 Bandung pada tahun yang sama yaitun 1980 di
bawah bendera merah kuning hitam, sedangkan gerigr nvoonraker
telah berdiri sejak tahun 1978, yang para pen@nggini merupakan siswa
SMA yang ada di Jalan Dago yang mencintai duniagaad motor pada
waktu itu dan nama geng itu sendiri diambil dadyufilm James Bond”.

Dalam kepengurusannya geng motor ini, menurut Suriridermasi Al,
merupakan Bendahara Brigez Kabupaten Bandung aftixatbahwa:
“Geng Motor ini memiliki struktur keorganisasianngasetiap tahunnya ada
penggantian kepengurusan dan membuat program-prdgmga. Struktur
Organisasinya terdiri atas Divisi Balap, Panglineaddg (Paper), dan Tim
SWAT atau regu penyelamat. Istilah ini biasanyaudakan untuk
mengkoordinir anggota pada saat terjadi tawuraay &ebagai pembuat
keputusan pada saat terjadi bentrok dengan kelohaptk
Lebih lanjut dikatakan,
“sebenarnya, geng motor tersebut memiliki ideolgging sama vyaitu
mencetak anggota dari kalangan siswa SMP dan SMwamaMahasiswa
dan pemuda pemudi tuna karya untuk menjadi remajay yoerperilaku

jahat dan tak lepas dari tiga sumpah yaitu harusnbemelawan polisi
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berpangkat komisaris ke bawah, harus berani melasamgtuanya sendiri
dan setiap anggota harus bernyali baja dalam mieakkejahatan. Dimana
keempat geng tersebut sama-sama eksis”.
Penjelasan dari sumber informasi Kapolres Bandtemang anggota Geng
Motor yaitu:
“...Anak-anak remaja yang menjadi anggota geng motbagien besar
berasal dari keluargbroken home, yang merasa diabaikan,tidak dihargai
oleh keluarga oleh keluarga dan lingkungannya. Kkgeremencari
kompensasi dari kondisi yang mereka alami, mensasuatu yang tidak
diberikan oleh orang tua, keluarga dan masyardkatlalam geng motor,
mereka menemukan pengakuan, status sosial, iketaalmbatan, simpati,
kasih sayang, prestise, harga diri, rasa terlindutamn sebagainya. Anggota
geng motor ini bukan hanya berasal dari kalangamn@ki pas-pasan,
banyak juga yang berasal dari kalangan ekonomi mapaak pejabat,

bahkan anak penegak hukum...”.

Sedangkan menurut salah satu Penyidik pada satwskriR Polres
Bandung, PA, dijelaskan berikut ini,
“Dari hasil penyidikan kami mereka mengatakan jil@ra merekrut
anggotapun mengalami perkembangan tidak lagidian to door, bertemu
langsung dalam satu sekolah atau satu kelompok dd@rnmamun
perekrutanpun sudah mengikuti perkembangan jamamalunemedia
internet sehingga siapapun memiliki kesempatan alses pengetahuan
tentang kelompok geng motor yang akan diikuti sefégpat mengatur
program kegiatan dan rencana yang akan dilakukdaunenedia internet”.
Tiap-tiap kelompok geng motor yang ada sekarangnmamiliki simbol-
simbol dasar gambar club, yang seiring dengan paskegannya, simbol
tersebut berkembang dan memiliki berbagai macartuketengan ciri khas yang
melambangkan asal daerah dan wilayah kelompok gpengr tersebut.
Terkait dengan keberadaan geng motor umumnya dirbph kota lain di
wilayah Jawa Barat dan khususnya yang berada dayahl hukum Polres
Bandung, sejak beberapa tahun terakhir ini akdifiya telah menebar teror, rasa

ketakutan luar biasa bagi warga masyarakat Kabop&andung. Dalam
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melakukan aktifitasnya, anggota geng motor tidakyhamelakukan konvoi di
malam hari, namun ada saja aksi brutal yang dilakaoka, sehingga hal ini
menjadikan rasa cemas dan ketidaknyamanan wargamafat sekitar.

Setiap geng motor memiliki ideologi yaitu semua, ikkeyakinan dan aturan
yang mengatur tingkah laku geng motor yang harysakthi dan ditaati oleh
setiap anggotanya. ldeologi erat kaitannya dengaakinan yang tidak mudah
diubah atau dihilangkan apalagi yang sudah fandtleologi itu biasanya
ditanamkan pada saat pembayatan dalam perekruggotan Keharusan untuk
mengikuti ospek yang sedemikian rupa seperti kedaarerkelahi, keharusan
merusak, keharusan minum miras dan lainnya ad#éahrautama yang membuat
anggota geng motor sekarang menjadi demikian brd@@ menjadi momok
dimana-mana.

Menurut pengakuan sumber informasi yang pernah ademinggota Geng
Motor, BM (27 tahun) yang tertangkap ketika melakukkegiatan melanggar
hukum, mengatakan,

“Wilayah Kabupaten Bandung dijadikan tempat osp&u goengkaderan

anggota baru geng motor baik dari wilayah Kabupd&andung maupun

dari luar Kabupaten Bandung. Ritual dan doktringyammiliki oleh geng
motor antara lain adalah : 1). Mengawali kegiat@amgan berkumpul-
kumpul disertai dengan meminum alkohol; 2). Dalarasan pengenalan
orientasi pengenalan (perploncoan) diisi denganakag ala militer yang
disertai dengan aksi kegiatan kekerasan yang byasditakukan di daerah-
daerah pegunungan seperti Lembang, Gunung Pur@ammgin Tilu, dan
Kawah Putih; 3). Harus berani melawan musuh targlasbkasihan; 4).
Harus bernyali baja di dalam melakukan kejahatah; Melakukan

hubungan sex di antara sesama anggota (properti)”.

Menurut Kapolres Bandung, menceriterakan bahwa @iupaten Bandung
terdapat beberapa geng motor yang di antaranyd EadalCoitus (XTC), Grab On
Road GRB), Brigadir Seven (Briges) dan Moonrakeeeipat geng itu sama-
sama eksis juga berawal dari sekumpulan remaja kabgdengan motor serta

aksi ngebutnya, namun dalam perkembangannya tepgediaingan di antara
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kelompok geng motor (XTC dan Briges) dan telah mekan beberapa korban
kekerasan dan tindak pidana lainnya. Salah saty geror seperti Briges bahkan
kini telah terdaftar resmi di Kesbang linmas pemah daerah sebagai organisasi
kepemudaan yang memiliki Akta pendirian/ Akta Nitailesmi sebagai badan

hukum.

B. Aktifitas Geng Motor

Sampai saat ini, keberadaan geng motor di KabupBtermdung sangat
meresahkan masyarakat, hal ini dikarenakan kelongewlg motor membentuk
gaya hidup yang terkadang menyimpang dari kelazicheam aksi-aksi mereka
yang tergolong anarkis, brutal, dan beringas disetféngan melakukan tindak
pidana, dengan modus seperti menyerang, merampagambret, menggasak
mini market, merampok, menganiaya, bahkan pengaarmya tergolong sadis
seperti menggergaji kepala korban, menabrak, miEsggorban menggunakan
motor, membakar tangan korban dengan menempelkamaga knalpot motor
yang panas, dan ada juga yang melakukan perusakaahr warga dengan
membacok pemiliknya yang di dalam aksinya merekaaggenakan senjata
seperti, pistol, senapan angin, pedang, samuriak geerta celurit.

Berbagai liputan media cetak maupun elektronik nemtdkan tentang
aktifitas tindakan kriminal dan aksi-aksi yang keldilakukan geng motor yang
telah banyak menimbulkan korban serta kerugian dgsmaana yang dapat dilihat
pada media cetak terbitan local maupun nasionaljaredektronik melalui stasiun
TV lokal maupun daerah (TV Bandung dan TV Jabatpseedia Radio Siaran di
Bandung.

Berbagai modus operandi di wilayah Kabupaten Bagdyang dilakukan
berkaitan dengan tindak pidana antara lain selizayéiut :

1. Curas dengan cara:

a. Membuntuti korban dengan menyerempet dan meramgas jphone
milik korban pengendara roda dua.
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Membuntuti korban roda dua pada tempat sepi, kodtibentikan
seolah-olah telah tertabrak atau memukul pelaku dasrebut

kendaraan roda duanya.

2.  Memiliki, menguasai sajam, dengan cara :

a.

Melakukan konvoi dengan roda dua serta membawa detusajam
jenis golok, belati, samurai.

Melakukan kumpul bersama-sama dengan membawa sggais
belati, besi alat pemukul dan golok.

Di dalam konvoi rombongan geng motor dihentikangmtg Polsek
Rancaekek malah menabrak Bripda Riki dan seteldakukan

penggeledahan ditemukan membawa golok (panjangn30 c

3. Pengrusakan barang dengan cara :

a.

Mendatangi rumah korban geng motor lain dan menkacalkaca
dengan menggunakan kursi yang ada.

Merusak pintu pagar korban geng motor lain danngil@ri dengan
batu.

Menghentikan salah satu korban pengendara roda kduzudian
merusak motornya dengan cara diinjak-injak dan lkdmndaraan
tersebut dicabut.

Menyerang korban yang diduga geng motor hinggaukeahnya dan
melempari kaca jendela dengan batu.

4. Penganiayaan dan pengeroyokan dengan cara :

a.

Bersama-sama melakukan pemukulan dengan kepalajantadan
menggunakan bambu kepada korban.

Bersama-sama mendatangi korban geng motor lain diamulipukul
dengan menggunakan tangan kosong dan double stigkraenggilas
korban dengan motor.

Melakukan pemukulan korban geng motor lain denganggunakan
batu bata dan menggergaji telinga korban.

Secara bersama-sama mendatangi geng motor lainlahgsung
membacok tangan korban dengan menggunakan sanegifiskrta

melempari korban dengan benda keras.
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e. Memberhentikan korban geng motor lain, kemudianukiigh dan
ditendang serta merusak motor korban.
f. Bersama-sama mendatangi korban geng motor, kemudigarkuli

dengan menggunakan double stick.

Modus lain dalam aktifitas yang dilakukan oleh geangtor ini seperti
melakukan vandalisme dengan melakukan penyemprocaanyang bertuliskan
nama geng motor, seperti XTC, Brigez, atau yangnia di tembok-tembok
pertokoan ataupun pagar-pagar rumah warga yangndakan bahwa itu sebagai
daerah kekuasaannya.

Keseluruhan aktifitas geng motor seperti di atasnimeat masyarakat
Kabupaten Bandung pada khususnya merasa cemasalan kiarena dapat
mengancam keselamatan jiwa. Kejahatan yang dilakudteh geng motor di
Polres Bandung pada tahun 2010 terbilang sangaasts dalam arti sudah
sangat mengkhawatirkan, bukan hanya dari segi kKaanhamun dari segi
kualitas sudah sangat membuat hati miris, separigyerjadi pada bulan Maret
2010, dimana beberapa anggota kelompok bermotor d&€nama Reza hardian
(tertangkap) dan Kunti (DPO) melakukan pencuriamgde kekerasan terhadap 2
orang masyarakat dengan modus membuntuti keduabakoyang sedang
memegang HP dan kemudian merampas HP tersebutitsdierhasil segera
melarikan diri. Kasus tersebut hanyalah salah &asus perbuatan kriminal
dilakukan oleh geng motor yang masih dianggap Higssa saja. Sebab masih
banyak kasus yang dilakukan oleh geng motor tetsghng sudah sangat
membuat hati kita miris dan tidak merasa yakin bmha tersebut dilakukan oleh
anak usia sekolah, seperti yang terjadi pada budldn 2010 di kecamatan
Pengalengan. Beberapa orang kelompok bermotor XBakukan kekerasaan
secara bersama-sama terhadap korban atas nantdidRigat. Pelaku berjumlah 5
orang, dengan modus operandi memukul korban selsarsama-sama baik
dengan tangan kosong maupun dendaumble stick kemudian menelentangkan
korban diatas aspal dan menggilas korban menggonsdq@eda motor jenis RX
King, yang mengakibatkan korban luka serius. Kemmidnasih pada bulan Juli

juga terjadi pengroyokan terhadap korban bernamaABtpni yang dilakukan
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oleh anggota kelompok bermotor Brigez. Modus opdiratari pelaku boleh

dibilang sangat keterlaluan, selain melakukan perank dengan batu bata,

mereka (para pelaku) juga menggergaji telinga ko#maban hingga mengalami
luka robek sangat serius.

Dari beberapa contoh kasus diatas jelas sekali dakeberadaan dan
aktifitas geng motor tersebut sudah tidak dapatetir lagi. Mereka melakukan
tindak pidana yang sangat brutal dan tidak biseridia oleh akal sehat. Apalagi
usia dari para pelaku masih relatif sangat mudarkamereka masih banyak yang
berstatus sebagai pelajar sekolah SMP dan SMA.

Selama kurun waktu tahun 2010 saja sudah 20 kemug ¢itangani oleh
Polres Bandung akibat ulah kriminalitas yang dilkekuoleh geng motor tersebut.
Seluruh kasus tersebut sudah ditangani melalueprbskum hingga P21. Artinya
kasus-kasus tersebut tidak ada yang dihentikarepnesnyidikannya dikarenakan
hal-hal lain. Ini merupakan bukti keseriusan daolrés Bandung dalam
menangani kejahatan yang dilakukan oleh geng motamun demikian
meskipun upaya penindakan secara tegas telah Kéakithingga sampai
kepengadilan, tetapi kasus-kasus yang dilakukah gleng moter tidak juga
berhenti. Mereka seperti tidak takut terhadap amrehukuman akibat perbuatan
mereka.

Keseluruhan rangkaian gambaran atas perilaku gestgrndi Kabupaten
Bandung khususnya yang menjadikan masalah geng mnmotadalah merupakan
suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebibrypakan kasus yang
menonjol).

Upaya penanggulangan terhadap segala aktifitas gestgr yang sudah
dilakukan Polres Bandung saat ini adalah :

1. Melakukan operasi penindakan kejahatan jalananmamesme, dan
kejahatan menonjol secara umum.

2. Menindak lanjuti pengaduan tentang aksi krimingkdaé geng motor yang
masuk dalam kategori kejahatan jalanan dan merupkisus menonjol di
wilayah hukum Polres Bandung serta melakukan lamdgaagkah seperti :

a. Melakukan penindakan hukum melalui proses hukumi lyamg

terbukti melakukan tindak pidana.

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



36

b. Melakukan identifikasi terhadap pelaku dan barangtibterhadap
seluruh anggota geng motor yang terkena razia.

c. Melakukan pemilahan didasarkan kelompok umur damdipiékan,
seperti pada penanganan kasus yang telah dilakps@a tanggal 14
November 2010 di Pengalengan dengan gambar darelpemgpkan
sebagai berikut :

1) Kelompok SMP berjumlah 20 orang (umur 14 s/d l6umah
termasuk 2 orang perempuan).

2) Kelompok SMA berjumlah 25 orang (umur 16 s/d 18itgh

3) Kelompok Mahasiswa berjumlah 5 orang (umur 18 §dahun
termasuk 1 orang perempuan).

4)  Kelompok Tuna Karya berjumlah 60 orang (ada 9 orama
karya, umurnya di bawah 18 tahun).

d. Melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemnanggiang
tua yang terkena razia dan memberitahukan ket&hbanaknya
dengan kelompok geng motor.

e. Memberikan upaya pembinaan rohani mental kepadausebnggota
geng motor yang terjaring.

f. Melakukan pembubaran salah satu sub kelompok Batgs inisiatif
dari yang bersangkutan setelah terjaring operasi.

g. Memulangkan seluruh anggota yang telah terjarinndaoperasi
geng motor setelah dilakukan pembinaan rohani rhelata setelah
menanda tangani surat pernyataan untuk tidak &tkegiatan serupa
serta pengembalian sepeda motor yang telah diamanka

h.  Mempublikasikan melalui media cetak dan elektrdeihadap semua
kasus geng motor yang telah ditangani oleh PoleeslBng.

Langkah-langkah tersebut di atas adalah kegiataug ygyata yang telah
dilakukan oleh Polres Bandung selama ini didalanmanggulangi geng motor
rupanya belum mampu untuk meniadakan aksi krimohah aksi-aksi yang
meresahkan masyarakat lainnya, namun prakteknyamielk ini tidak pernah

hilang dan justru dianggap sebagai suatu jatidiehtitas diri, rasa kebanggaan
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dan kelompok ini semakin berkembang dan meluas eflirgh Kabupaten
Bandung.

Geng motor merupakan wadah yang mampu memberika@anasa
perwujudan dari watak keberingasan anak muda. Pdxkegannya, tak lepas dari
trend mode yang sedang berlangsung saat ini. Gledn& itu permasalahan geng
motor ini perlu diambil suatu tindakan serius karessudah merupakan kategori
kasus menonjol di Kabupaten Bandung yang masukrdala program Kapolri
baru yang harus segera ditindak lanjuti sebagagkiam serius dalam upaya
meraih tingkat kepercayaan masyarakat kepada Rblisusnya Polres Bandung
dalam menanggulangi geng motor sangat diperlukanlegpercayaan masyarakat

kepada Polri (Polres Bandung) dapat terwujud.

C. Kondis Personil Polres Bandung

Polres Bandung merupakan bagian Kepolisian Negadanksia (Polri)
yang mempunyai tugas Pokok sesuai yang diamanaiam Pasal 13 Undang-
undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Rl yaregnpunyai tugas pokok
“‘memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,egadian hukum dan
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayaspada masyarakat”. Oleh
karena itu, Polres Bandung harus dapat melaksanakgas dengan sebaik-
baiknya didalam mewujudkan kepercayaan masyarakatadap Polri. Kasus
menonjol yang menjadi prioritas adalah kasus gengpmdimana aktifitas dan
keberadaannya sudah sangat menimbulkan rasa lkatakian keresahan yang
amat sangat pada masyarakat Kabupaten Bandung, peka Polri sangat
diperlukan didalam menanggulangi segala aktifirsggmotor.

Polres Bandung terletak di Kabupaten Bandung, nildn8ll kecamatan
yang dibagi lagi menjadi 277 desa dan kelurahascg@emekaran), dengan
pusat pemerintahan berada di Kecamatan Soreangethaigian besar wilayahnya
adalah pegununngan, dengan Luas wilayah 1.762,3%é&rta memiliki jumlah
penduduk 3.038.038 Jiwa, dengan kepadatan 1.724/km

Polres Bandung merupakan organisasi Polri seting&aatuan Operasional
Dasar (KOD) dan memiliki struktur organisasi yaegdiri dari: unsur pimpinan

yakni Kapolres dan Wakapolres, unsur pengawas éamb@antu pimpinan yaitu
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Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian &ubdya, yang masing-
masing dikepalai oleh seorang Kepala Bagian sezt@iFengawasan (Siwas),
Seksi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanamdht(Sipropam), Seksi
Keuangan (Sikeu), Seksi Umum (Sium) serta Unswuaksaina tugas pokok antara
lain adalah Sentra Pelayanan Terpadu (SPKT), Sdantatkam (Satintelkam),
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Nark{®atnarkoba), Satuan
Binmas (Satbinmas), Satuan Samapta Bhayangkaraaf®ara), Satuan Lalu
Lintas (Satlantas), Satuan Tahanan dn Barang E8ktitahti), unsur pendukung
adalah Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sot).

Selain itu Polres Bandung dalam tugas kewilayahdmantu Unsur
Pelaksana Tugas Kewilayahan yang disebut KepoliSektor (Polsek) sebanyak
25 Polsek yaitu: Polsek Cicalengka, Polsek CileuRyglsek Malajaya, Polsek
Dayeuhkolot, Polsek banjaran, Polsek Soreang, RofS&kancung, Polsek
Rancaekek, Polsek Paseh, Polsek Pacet, Polseka@ipalsek, Pameungpeuk,
Polsek Baleendah, Polsek Margahayu, Polsek Katap@algek Bojongsoang,
Polsek Cimeunyan, Polsek Pasir Jambu, Polsek CywiBelsek Pangalengan,
Polsek Nagreg, Polsek Solokan Jeruk, Polsek CimaRalgek Ibun dan Polsek
Kertasari.

Jumlah personil polres Bandung keseluruhan adalatari jumlah ini dapat
dikatakan bahwa rasio perbandingan polisi dan nmakgha adalah 1:1.800 (1
polisi berbanding 1.800 masyarakat). Terlihat jelasio perbandingan antara
polisi dengan masyarakat yang belum memenuhi staiagde 1 : 400 (1 polisi
berbanding 400 masyarakat). Jika kita cermati lelailam lagi sebenarnya rasio
jumlah keseluruhan personil polisi di polres Barglbkan 1 : 1.800, mengapa?
Karena dalam 1 hari hanya sekitar 600 - 700 pdrgang melaksanakan dinas.
artinya yang perlu dihitung adalah jumlah perso@ihg pada saat itu sedang
melaksanakan dinas saja, bukan dihitung jumlah raekaseluruhan. Sebab
personil yang melaksanakan turun dinas/lepas didak berada di lingkungan
polres, tetapi mereka berada dirumahnya yang bekmiu lokasi rumahnya
berada di kabupaten Bandung.

Untuk pengemban fungsi teknis kepolisian resersbagai ujung tombak

dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh geotpr sendiri juga masih

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



39

memiliki hambatan-hambatan. Hambatan itu terdppdt kuantitas dan kualitas
personil itu sendiri. Jumlah personil satuan resadalah 84 personil yang terdiri
dari 6 orang perwira dan 78 personil bintara. Dasatuan reskrim sendiri dibagi
menjadi 7 bagian yaitu; unit reserse umum, unitak pidana tertentu, unit
kendaraan bermotor, unit harta benda, unit PPA tekab dan ditambah 2 bagian
administrasi. Dari jumlah personil tersebut hanyda a21 personil yang

melaksanakan tugas oprasional. Artinya dalam mé&kakypenyelidikan maupun

kegiatan oprasional di lapangan, mereka tidak akiaa melakukan dengan
maksimal. Mengingat secara kuntitas saja merekalssdngat kurang, apalagi
jika kita mencermati lebih dalam dari segi kualipessonil. Namun hal tersebut
tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat nmetkhn rasa aman kepada
masyarakat. Sehingga polres Bandung perlu melakigagkah-langkah lain,

dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyaeskatlap acaman yang
ditimbulkan oleh kegiatan geng motor. Berikut irdatah tabel kualitas dari

personil satuan reserse di polres Bandung:

Tabd 1
Data Dikjur Anggota Sat Reskrim
Tahun 2010
ND NAMA LG JABATAN KET
NRP

I 2 3 4 i

[ AGUNG N MASLOMAN,SIK AKP KASAT RESKRIM DASPA SERSE
77110990 LANPA SERSE

ILEA BANGKOK

7 DEDIS.sos IPTU KANIT RANMOR DAS PA SERSE
81081361 PPNS

3 SUTARMIN AIPTU BA UNIT HARDA DAS BA IPP
B40B04SE

4 EDI SOPIANA AIPTU KANIT IDENT BA IDENT
63010471

5 ASEP RUSMANA BRIPKA BA UNIT RESUM DIKJUR SERSE
73020378

B AHMAD HUDORI BRIPKA BA UNIT RESUM DAS BA SERSE
T307MY7

7 AHMAD GUNAWAN BRIPKA BA UNIT TIPITER DAS BA SERSE
73040183

8 ASEP MULYANA BRIPKA BA UNIT TIPITER DAS BA SERSE
68110353

g ASEP SETIAWAN BRIPKA BA UNIT IDENT DAS BA SERSE
74120224
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10 HENDRIK KUSTIWA BRIPKA BA UNIT TEKAB DAS IDENT
77010003

Il YAYAN PURWANA BRIPKA BAMIN RESKRIM DAS BA SERSE
74030620

2 RUDI HARTOND AIFDA BA UNIT TEKAB DAS BA SERSE
TI120238

13 EDI KUSDINAR BRIFKA BA UNIT TIPITER DAS BA SERSE

14 HUDRAENI BRIFKA BA UNITTIPITER DAS BA SERSE
76030500

(i AHMAD SOFUAN BRIGADIR | BA UNIT RANMOR TAR ANTI TEROR
80030144

B KIKI HERMAWAN BRIPTU BA UNIT HARDA TAR KASUS
84120686 TANAH

7 RANGGA GUNIRA BRIFTU BA UNIT TEKAB TAR SERSE
8310136

18 WILDAN FIRDAUS BRIPTU BA UNITTIPITER TAR HAKI
86050428

19 PEBRIN HERLINGGA.SE BRIPTU BAMIN RESKRIM TAR SERSE
3030983 HAM

20 NANAN KUSTANDI BRIPTU BA IDENT TAR OLAH TKP
82110242

2 AGUS SUHERMAN BRIFDA BA UNIT HARDA DAS BA SERSE
90080025

22 RONI BRIPTU BA UNIT HARDA TAR SERSE
84030739

23 IMAM MOH MAULANA BRIPTU BA UNIT RESUM LAT IDENTIFIKASI
83120763

24 HANA WAHYUNA BRIPTU BA UNIT RANMOR DASBA RESKRIM
83121166

23 LANDI'SUFRIATNA BRIFTU BA LUNIT RESUM TAR SERSE
H4090469 FELAT HAM

26 ASEP SUHENDAR BRIGADIR | BA UNIT HARDA TAR KASUS
73030687 TANAH

27 FICKY FARABY BRIPTU BA UNIT RESUM TAR RPK
8a0707a7

28 OVA MUSTAFA BRIPDA BA UNITTIPITER DASBA SERSE
9090607

29 PEBRIN HERLANGGA SE BRIPTU BAMIN RESKRIM PELAT HAM

30 GILAR JANUAR G BRIFDA BA UNIT RESUM TAR OLAH TKP
86011256

al RIDWAN MANALL BRIFDA BA UNIT RESUM DASBA SERSE
88081103

40

Sumber: Sat Reskrim Polres Bandung 2011

Tabel 1 menggambarkan tentang latar belakang pé&adidkejuruan
(dikjur) yang pernah ditempuh oleh segenap angdgesh Reskrim Polres
Bandung. Dari seluruh jumlah personil Sat Reskrotrdd Bandung (84 personil),
sebanyak 31 personil telah memiliki kejuruan resers
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Kemudian dibawah ini adalah daftar tabel dari p#ikedn formal yang

dimiliki oleh perseonil reserse;

Tabd 2
Data Pendidikan Formal Per sonil
Tahun 2010
SAT SAT SAT SAT SAT
No. | PENDIDIKAN | ceckmiM | NARKOEA | SABHARA | LANTAS |  INTEL
T [ S-2/ HUKOW | § : : :
7 S-1/ HUKUM i0 | | 3 3
3 [ 51/ SOSIAL § ; : 7 ;
& | SI/0K - . : | -
5|03 3 - 1 : 7
RED &7 i 20 3l 17
T STH g - : : §
JUMLAH | B8 1z 132 7 ]

Sumber: Lapsat Polres Bandung 2011

Pada Tabel 2, diuraikan tentang latar belakangigiash formal anggota
Polres Bandung. Terlihat pada Satuan Reskrim, tl)(seersonil berpendidikan
Sarjana Strata Dua, 10 (sepuluh) personil berlztakang Sarjana Strata Satu, 3
(tiga) personil setingkat Diploma Tiga, 67 persdolusan SMU, dan 5 (lima)
personil lulusan SMK (STM). Pada tabel diatas jetedihat dari tingkat
pendidikan memang jumlah personil yang mendapatigéan strata satu masih
terlalu sedikit sekali, hal ini tentunya sedikitngak akan berpengaruh terhadap
kualitas dari proses penegakan hukum.

Namun tidak demikian kenyataannya jika kita melilpgnyelesaian
perkara yang mamapu dilakukan oleh para penyidik situan reserse polres
Bandung tersebut. Berikut ini adalah tabel perbagah kejahatan tiap tahun dan
jumlah penyelesaian perkara yang terjadi selama&an terakhir.

Tabel 3
Data Crime Index 8 Kasus Menonjol
Selama 5 tahun terakhir

2006 2007 2008 2009 2010
No.| JENISTP 3 S L S 3 S L S L S
1 | CURAT 391| 200| 349 212 352 224 276 151 349 193
2 | CURAS 54 26 50 15 39 31 57 28 119 70
3 | RANMORR2| 356 | 64| 287] 46 244 48 31y 66 431 100
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4 | RANMORR4] 16 | 7 | 35| 16| 31| 13| 27| 6 25 2

5 | ANIAYA 256 | 202| 239 192 241 216 188 162 214 182

6 | PENIPUAN | 215| 137| 200 129 167 137 171 107 192 98

7 | GELAP 175| 117| 144 111 137 114 151 89 142 90

8 | NARKOTIK | 37 | 37| 24| 24| 23| 23] 26| 2d 40 37
JUMLAH 1500| 790 | 1328| 741 | 1236 | 809 | 1213 | 625 | 1512 | 772

Sumber: Lapsat Polres Bandung 2010
L : Laporan Polisi
S : Selra (penyelesaian perkara)

Tabel 3, menguraikan indeks kejahatan selama 5a)limhun terakhir
terhadap 8 (delapan) kasus kejahatan menonjol,yeittat (pencurian dengan
pemberatan, curas (pencurian dengan kekerasannorarR2 (pencurian
kendaraan bermotor roda 2/sepeda motor), ranmor(d@acurian kendaraan
bermotor roda 4/mobil), aniaya (penganiayaan), gem (tindak pidana
penipuan), gelap (tindak pidana penggelapan), narkindak pidana narkotika).
Dalam tabel terlihat terjadi fluktuasi kejahatarrdasarkan kumulasi tahunan,
dimana antara tahun 2006 hingga 2010 terjadi p@&aunrkejahatan, namun pada
tahun 2010 justru kondisi kembali seperti kejadiahun 2006.. Hal itu terjadi
tidak semata kita lihat sebagai kegagalan polreglag dalam mempertahankan
stabilitas kemananan di wilayahnya, namun haliga kerjadi karena kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja polres meningkat. @isebabkan masyarakat mulai
yakin bahwa kepolisian akan mampu menjawab rasdileeayang diharapkan.
Karena keyakinan mereka tersebut sehingga tingg@iran masyarakat terjadi
peningkatan. Jika kita melihat ke tabel 3 diataskanakan terlihat bahwa,
terhadap 8 jenis kejahatan setiap tahun terjadyglesaian perkara yang cukup

baik, dengan prosentase penyelesaian perkara &0&rahingga 70%.

D. Tindakan Yang Telah Dilakukan Terhadap Geng Motor

Peran Polri dalam penegakan hukum terhadap GengrMmlama ini
menemukan berbagai kendala yang dihadapi, dianpgapn tepat dan tidak
tuntas penanganannya dan telah menimbulkan berkatikan yang keluar dari
masyarakat. Upaya yang ada saat ini, belum sesmgjath harapan masyarakat,
yaitu rendahnya hasil yang dicapai, serta belumndéninya secara tepat, cepat,
dan efektif akan berdampak negatif pada generadarmasa depan bangsa yang

berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakatjudices Bandung.
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Peran Polres Bandung (Kapolres) saat ini, tidakikdidg dengan adanya
kesiapan bidang pembinaan, operasional dan caranggulangan yang tepat
melalui upaya konkrit / nyata sehingga tujuan oigmsi tidak tercapai dan
menimbulkan berbagai ketidakpuasan pada masyatdgaia penegakan hukum
yang ada saat ini, hanya bisa menindak pelaku yelad terbukti melakukan
tindak pidana saja, sementara segala aktivitas geotgr terus berlangsung dan
kelompok ini semakin membesar, melebar di seluraibuipaten Bandung dan
hampir seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan di bglzekita besar di Indonesia.
Hal ini berdampak pada aksi kriminal terjadi dimanana yang memerlukan
energi Kepolisian yang luar biasa di dalam menalayginya dan aktivitasnya
tidak pernah akan ada habisnya bukan tidak munglaiu saat, wilayah Jawa
Barat pada umumnya dan Kabupaten Bandung pada shyesuakan menjadi
“Propinsi/ Kota Gengster”.

Dalam aspek penegakan hukum, pada semua kasusdytangani oleh
Satuan Reskrim Polres Bandung selama tahun 2@HE éda satupun pengenaan
Pasal 169 KUHP yang diterapkan. Sehingga wajar sada itu aktifitas Geng
Motor masih berjalan bahkan dengan semakin meresahkasyarakat di
Kabupaten Bandung. Korban semakin banyak dan kexsmanasyarakat
meningkat menjadikan jati diri Geng Motor semaknedibel dalam kehidupan
sosial masyarakat.

Apabila hal tersebut dibiarkan, tentunya akan Dbglikasi pada
menurunnya kepercayaan masyarakat kepada indditlisi Padahal membangun
kepercayaan masyarakatust building) merupakan salah satu program yang
digulirkan Kapolri dalam Tahapan Pertama dari Gr8t@tegi Polri 2005-2025.
Peran Polri yang lemah karena penanggulangan getg ryang belum berhasil
akan berimplikasi pada melemahnya kepercayaan makataerhadap Polri. Hal
itu terjadi karena tidak adanya komitmen dengaa ta&rtindak yang tidak tepat,
tidak konsisten, tidak ada konsekuensi didalam gaken hukum dan tidak
sinergi dengan seluruh aparat pemerintah dan s&omponen masyarakat yang
ada serta adanya keraguan dan kebimbangan dalamdbkrdalam konteks

penegakan hukum.
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BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAYA
PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KELOMPOK BERMOTOR

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakonh terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yangaberkan di dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikaaktisébagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, meidhara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekeg8).

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak padar{fi@kior yang
mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mergai arti yang netral,
sehingga dampak positif atau negatifnya terletalapsi faktor-faktor tersebut.
Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasigpaddang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang mermbemmaupun
menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pemedakkum.

4.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukursetaut berlaku atau
diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipi@n rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaudap.hi

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan ngaat oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga meanp@kak ukur daripada
efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, melana faktor tersebut
akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkatoft@ontoh yang diambil

dari kehidupan masyarakat Indonesia.
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A. AnaisaSWOT

Polres Bandung dalam menyikapi penegakan hukumadaph perilaku

Geng Motor sangat dipengaruhi oleh kondisi darasitbaik lingkungan eksternal

maupun internal organisasi itu sendiri. Faktordaktyang mempengaruhi

terhadap peran Polri di dalam menanggulangi GengoiMdaik itu karena

pengaruh perkembangan lingkungan strategis (baysjte), maupun faktor

internal yakni kekuatan dan kelemahan serta fagdtsternal berupa peluang dan

kendala dalam rangka mewujudkan kepercayaan m&syam@pada Polri, sebagai

berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan @rength)

1)

2)

3)

4)

Adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kspol
Negara Republik Indonesia memberikan dasar pijakardis
bagi aparat Polri dalam menjalankan dan melaksanaka
perannya di dalam memelihara Kamtibmas;

Adanya Rencana Strategis Polri (Grand Strategyi Ralun
2005-2025), yang pada tahap pertama (tahun 2008)}200
berfokus pada pembangunan kepercayaasst(building), dan

kini masuk pada tahap kedua (2010-2014) yang beanpada
pencapaian stratedfartnership Building, guna menanggulangi
Geng Motor secara optimal sehingga pelaksanaars tpglok
Polri mendapat dukungan dan kepercayaan dari nmestar
Adanya dukungan baik dari Mabes Polri maupun daidd®
Jabar, dalam upaya menanggulangi Geng Motor sebagai
kejahatan jalanan, premanisme dan juga merupaksus kgang
menonjol yang telah ditetapkan dalam kebijakan f@gm@mm
Kapolri baru;

Adanya komitmen, dukungan dan motivasi yang tindgri
Kapolres Bandung dalam memimpin organisasinya untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan serta sédahsisten,

konsekuen dan tegas untuk secara berkelanjutankukela
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5)

a7

penanggulangan geng motor dan meniadakan segalakben
aktifitasnya yang ada pada masyarakat;
Adanya dukungan dari seluruh personil Polres Bagdeserta

jajarannya dalam penanggulangan Geng Motor.

b. Kelemahan\\Veakness)

1)

2)

3)

4)

Kuantitas personil Polri yang terlibat dalam peraran
permasalahan geng motor yang ada di wilayah hukoire$
Bandung masih terbatas pada anggota yang beradaspaghn
operasional saja dan tidak melibatkan seluruh pdrgang ada;
Belum terkoordinasi dengan baik antara pimpinanp({is)
dengan instansi/ lembaga pemerintah daerah, DPRD|, M
Kejaksaan, Pengadilan serta organisasi-organisasy nda di
Kabupaten Bandung terkait dengan upaya penangaeeg ¢
motor yang telah dilaksanakan;

Upaya penanggulangan aktifitas Geng Motor yang htela
dilakukan, belum terkoordinir dengan baik sehindggiatan
penanggulangan hanya seperti kegiatan rutinitasabidan
hasilnya-pun tidak maksimal;

Pola dalam melakukan penanggulangan Geng Motor di
Kabupaten Bandung masih belum tepat, sehingga belampu
meniadakan aksi kriminal dan segala aktifitasnyaaise

optimal;

2. Faktor Eksternal

a. Peluang Qpportunities)

1)

Undang- Undang No. 1 tahun 1946 (diberlakukan dalehNo.
73 th 1958 tentang pemberlakuan UU No. 1 th 1946)tdng
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 169 yaniguingi
“turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilgrasieh
aturan umum, diancam dengan pidana penjara pamg enam
tahun” melandasi adanya komitmen bersama antaraifeah

Daerah besertastakeholder lainnya di Kabupaten Bandung
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untuk membuat Surat Keputusan Bersama yang merayatak
tentang pelarangan terhadap kelompok Geng Motor di
Kabupaten Bandung sebagai pijakan dalam langkaturhuk
selanjutnya;

2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 tahun t20@éng
Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatagkiingan,
Pasal 28 dan 29 vyang mengatur tentang kewajiban
menyelenggarakan ketertiban umum dan larangan untuk
mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pgatn,
pohon, bangunan-bangunan dan fasilitas umum/ sosial

3) Sudah ada dukungan lisan dari Pemerintah DaeratkDDP
segenap Instansi Militer, MUI, Toga, Tomas, parap#e
Sekolah dan lain-lain yang selama ini sudah jenehgédn
situasi yang meresahkan masyarakat, mencekam, ass@sah
dan membawa dampak yang luar biasa, terutama dndah
remaja sebagai akibat keberadaan aktifitas gengrmgng
semakin meluas dan sangat mengganggu ketertibayara&at
di Kabupaten Bandung;

4) Sudah ada partisipasi masyarakat yang bersifatiagbadsin
belum terakomodasi oleh Polri (Polres Bandung) rdala
melakukan penanggulangan Geng Motor. Hal ini dikakan
munculnya rasa cemas dan ketakutan masyarakatd#grha
kebrutalan Geng Motor yang sering menimbulkan korbaik

harta benda maupun korban penganiayaan.

b. KendalaThreats)

1) Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung sambai
pelosok desa yang sangat luas dan sehingga sujsaigkaiu
sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengontrayaih dan
mudah dijadikan tempat konsolidasi/ pertemuan ataggeng
motor, sehingga apabila timbul permasalahan diustenhpat

dibutuhkan waktu yang lama untuk menjangkaunya;
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2) Sudah ada geng motor yang terdaftar di Pemerint&tzeerah
sebagai organisasi kepemudaan yang berbadan hukongaml
Akta Notaris, sehingga perlu penanganan yang ledius;

3) Kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakabipaten
Bandung yang masih relatif rendah sehingga masgarak
khususnya di kalangan pelajar, pemuda pemudi, sangdah
terekrut menjadi anggota geng motor tanpa sepemggba
keluarganya dan kini bahkan anggota geng motoehetstelah
berkembang sangat besar (ribuan);

4) Adanya dugaan kuat bahwa anggota geng motor adg yan
merupakan anak dari pejabat setempat atau anakradPolri
maupun TNI, sehingga dalam penanggulangannya aemgler

menghambat dan mempengaruhi pada proses pelakagaaan

Beranjak dari faktor-faktor yang mempengaruhi tdem kinerja Polres
Bandung, maka langkah yang dilakukan adalah mermrpélarapan masyarakat
terhadap Polri cq. Polres Bandung yang tentunya ihkerkontribusi positif
terhadap kondisi kamtibmas.

Peran Polri (Polres Bandung) dalam menanggulangngGé/otor
diharapkan dapat terlaksana dengan baik, tepatwtaas dan profesional dalam
penanganannya yang tidak menimbulkan berbagaik&mtidan keluhan dari
masyarakat, yaitu tingginya hasil yang dicapaifaséitanganinya secara tepat,
cepat, dan efektif yang nantinya akan berdampaitifppada generasi muda masa
depan bangsa yang berujung pada terwujudnya ke@encamasyarakat kepada
Polres Bandung.

Namun kenyataan yang terjadi adalah aktifitas Gklogor masih tetap
eksis, meskipun telah dilakukan berbagai kegiatpoksian baik berupa kegiatan
pre-emtif berupa sosialisasi kepada masyarakatjadpendidikan (sekolah-
sekolah) karena anggota kelompok Geng Motor seaadagsar adalah pelajar.
Kemudian dilakukan kegiatan preventif yaitu raziang diikuti dengan
pembinaan bahkan melibatkan orang tua anggota G&otgr yang terjaring,
bahkan Polres Bandung sudah penegakan hukum teripedtzku tindak pidana,

seperti melakukan penjambretan, perampasan, perygam, perusakan, bahkan
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yang membawa senjata tajam yang kesemuanya dilakalen anggota geng
motor. Namun hal ini kesemuanya masih belum mampwkumenimbulkan
detterent effect (efek jera) kepada anggota Geng Motor sehinggditakhya

masih tetap seperti biasa yaitu melakukan konvoi jalan raya dan

membahayakan pengguna jalan lain serta menimbukkegmasan masyarakat.

B. Harapan Masyarakat

Bahwa Polres Bandung (Kapolres) didukung dengaraasnya dalam
bidang pembinaan, operasional memiliki cara penalaggan yang tepat melalui
upaya konkrit/nyata sehingga mampu memberikan m@s@an dan mampu
menimbulkan kepuasan serta kepercayaan masyandgala yang dilakukan
diharapkan mampu menanggulangi segala aktifitaoonkebk Geng Motor
sehingga aktifitas mereka tidak semakin membesé&lbae di seluruh wilayah
Jawa Barat atau bahkan mungkin bisa sampai kelaar Jhwa Barat. Aksi
kriminal tidak terjadi dimana-mana sehingga tidakenghabiskan enerqgi
Kepolisian didalam menanggulanginya. Harapan maggar adalah segala
aktifitas Geng Motor dapat benar-benar hilang dawa Barat pada umumnya
dan Kabupaten Bandung pada khususnya, sehingga Baved tidak menjadi
“Propinsi/ Kota Gangster” dikemudian hari.

Hal ini akan memberikan kontribusi pada meningkatrkepercayaan
masyarakat kepada institusi Polri. Dimana membarig@percayaan masyarakat
(trust building) merupakan salah satu program yang digulirkan Kapgalam
Tahapan Pertama dari Grand Strategi Polri 2005-2KlBerja Polri yang
meningkat karena berhasil didalam penegakan hularmadap aktifitas Geng
Motor akan memberikan kontribusi pada meningkatkgpercayaan masyarakat
terhadap Polri.

Peran Polri diharapkan dapat diwujudkan melalueka Polres Bandung
yang memiliki komitmen dengan cara yang tepat,ptetansisten, konsekuen
didalam penegakan hukum dan sinergitas antar aperaerintah dan semua
komponen masyarakat yang ada, tanpa adanya kerdgnakebimbangan dalam
bertindak.
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Kepercayaan masyarakat merupakan dukungan yangapksm Polres
Bandung untuk dapat membuktikan integritasnya balmemnberantas Geng
Motor yang dulunya dirasa sulit menjadi tidak skrena adanya dukungan dan
keinginan dari seluruh masyarakat Kabupaten BandBRegolakan masyarakat
terhadap Geng Motor merupakan dasar fondasi yamg kntuk membangun
kerjasama Polisi dengan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila poyseg dilakukan
Polri adalah pelibatan dan keikutsertaan masyardkd@lamnya, karena polisi
tidak mungkin bekerja sendiri sehingga hasilnya jadinoptimal. Indikator
keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Semua personil menyadari, memahami, menguasai Eanggulangan
Geng Motor yang benar dan didukung oleh sinergiéag baik antar fungsi
serta cara bertindak yang tepat;

2. Terlibatnya semuatakeholder yang ada serta keterlibatan seluruh elemen
masyarakat untuk secara serentak berkomitmen ddakumken upaya
konkrit didalam penanggulangan dan penegakan hutarhmdap segala
aktifitas Geng Motor;

3. Terciptanya kondisi Kabupaten Bandung yang bebassagala aktifitas
Geng Motor di Kabupaten Bandung dapat dihilangkan.

Masyarakat mengharapkan tindakan tegas Polres Bgrekbagai langkah
terakhir adalah tindakan represif aktif yaitu pedemn hukum oleh Polres
Bandung. Cara bertindak yang dilakukan adalah mietgderasi kepolisian yang
berkelanjutan pada titik-titik lokasi atau berd&sar hasil analisa dan evaluasi
aktifitas Geng Motor dan laporan Intelijen PolresnBung. Semua satuan fungsi
yang ada di Polres Bandung diberdayakan sesuai étemg yang dimiliki yaitu
Satuan Lantas, Satuan Reskrim, Satuan NarkobaarSdttelkam dan Satuan
Binmas untuk secara bersama melakukan operasi iggpoldibawah kendali
langsung Kapolres.

Pendekatan pada pelaksanaan penegakan hukum fegeegakan hukum
yang dilakukan oleh Polres Bandung harus sesuaefppenegakan hukum yaitu
sebagai upaya aparatur penegakan hukum (Polri) kumhenjamin dan

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlulegaratur penegak hukum itu
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diperkenankan untuk menggunakan daya paksa misatleargan tindakan

"tembak di tempat” bagi pelaku yang melawan atamirehayakan keselamatan
masyarakat maupun petugas Polri. Hal ini juga hadisesuaikan dengan
kewenangan Polri sebagaimana diamanatkan dalam &2 khhun 2002 tentang

Polri.
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BAB V

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR

A. Pasal 169 KUHP Sebagai L angkah Penegakkan Hukum

Seperti yang telah saya sampaikan dalam bab IHwhaPolres Bandung
telah melaksanakan upaya penegakan hukum terhadapinditas yang
dilakukan oleh geng motor secara terus menerusumasalam kenyataannya
kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku geng mbtak juga berhenti.
Bahkan boleh dikatakan aktifitas kriminalitas yaditakukan oleh geng motor
semakin menjadi-jadi dan semakin diluar batas kasaaj layaknya kenakalan
yang dilakukan oleh anak remaja. Dapat diartikahwa upaya penegakkan
hukum yang telah dilaksanakan tidak berjalan demgaksimal.

Khusus pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktifteng Motor
menjadi tugas memang sepenuhnya dilakukan oleharsaiReskrim Polres
Bandung. Namun secara secara umum bahwa upayagueiamgan kejahatan
yang dilakuan oleh geng motor merupakan tanggungljasemua pihak, baik itu
kepolisian, instansi pemerintah lainnya serta sélurelemen masyarakat
sekabupaten Bandung. Berdasarkan data Penangarsais K&ng Motor yang
Terjadi di Wilayah Hukum Polres Bandung pada taB0&0 sebanyak 20 (dua
puluh) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh atmygseng Motor, Pasal
KUHP yang dikenakan adalah Pasal 170, Pasal 34@&| B&1, Pasal 352, Pasal
365, dan UU No. 12 tahun 1955 atau UU Darurat yaiembawa senjata tajam.
Penerapan pasal yang dikenakan lebih mengarah &e€padang siapa” sebagai
individu yang seakan berdiri sendiri. Padahal dpablicermati, perilaku yang
ditunjukkan dalam melakukan tindak pidana tersebetdasarkan dorongan
kelompok. Adanya keyakinan bersameollective belief tentang suatu hal
tersebut amat sering dibarengi dengan munculnyg,ggmbol, tradisi, graffiti,

ungkapan khas dan label yang bisa diasosiasikagatiekekerasan atau konflik

52

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



53

yang mampu memunculkan perilaku beringas. Artingmbngkinan besar pelaku
tidak akan berani melakukan tindakan melanggar imukpabila mereka hanya
bergerak dalam kelompok yang kecil, misalnya haBlyarang atau 3 orang.
Dengan demikian perilaku kolektif inilah yang mesaia adanya aktifitas
kriminal dari anggota kelompok bermotor.

Didalam proses penegakkan hukum, penyidik mungkidakt
memperhitungkan kondisi ini, sehingga sangat wapabila dalam proses
penyidikan hanya terfokus pada “individu” yang nkellkannya saja. Sementara
aktor dari perilaku tersebut masih bebas berkelianatuk merekrut remaja-
remaja lainnya. Pelaku yang masih dibawah umuandatategori “anak” bisa
dikembalikan kepada orang tuanya dengan syarat mmbernyataan untuk
tidak mengulangi perbuatannya. Padahal apabilagadé@@ hukum dilakukan
dengan konsisten, maka pelaku dapat dijerat dendldnPengadilan Anak.
Perlindungan hukum terhadap anak-anak dan remajg weelakukan tindak
pidana telah diberikan Undang-Undang Nomor 3 Tat@@y tentang Pengadilan
Anak di samping instrumen hukum internasional barkgnvensi-konvensi yang
dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sebenarnya didalam KUHP kita sudah cukup lengkdanmdanemberikan
landasan penegakkan hukum, seperti dalam pasalKLB9 yang berbunyi
sebagai berikut:

(1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuaakukan kejahatan.
atau turut serta dalamerkumpulan lainnya yang dilarang oleh
aturan-aturan umum, diancam dengan pidana pengliagplama
enam tahun.

(2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuarelakukan
pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paim@ Ilsembilan
bulan atau pidana denda paling banyak empat niba tatus rupiah.

(3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dafsahbdah sepertiga.

Pada Ayat (1) Pasal 169 KUHP secara jelas sudahuwtisan bahwa “Turut
serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukgamh&tn atau turut serta
dalam perkumpulan yang dilarang...”. Namun kemudidral tersebut akan

menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah Geng Motoupakan perkumpulan
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yang dilarang? Jika kita mencoba menerapkan pasakernyata belum cukup
memenuhi unsur pidana terhadap geng motor tersdhrgkipun pelaku tindak
pidana adalah anggota Geng Motor yang sering miedakterlibat dalam tindak
pidana, karena pada kenyataannya Geng Motor pataita bukan merupakan
perkumpulan yang dilarang oleh aturan hukum. Seandlapangan penyidik
Reskrim Polres Bandung dalam melakukan penegakakunhu selalu
menggunakan Pasal 170, Pasal 340, Pasal 351,3&sdPasal 365, dan UU No.
12 tahun 1955 atau UU Darurat. Namun hal terseblitinb dapat memberikan
efek jera @etterent effe¢tterhadap pelaku-pelaku lainnya. Apalagi para lkpela
selalu tutup mulut jika ditanya siapa saja yangbatr dalam tindak pidana yang
mereka lakukan tersebut. Hal tersebut membuat pafaku lainnya merasa
terlindungi.

Ada juga penyelesaian perkara diluar hukum dengaelibatkan
Babinkamtibmas serta petugas Polmas. Yang dimaksuelesaian perkara
diluar hukum adalah seperti terjadi perkelahian aanmasyarakat dapat
diselesaikan dengan mempertimbangkan berbagai aspsial dan budaya
masyarakat sehingga diperlukan sebuah bentuk Kestypatergantung pada
pelanggaran yang dilakukan dalam konteks pergesertara tindak pidana dan
masalah sosial. Misalnya, pelaku adalah warga getermamun karena
kesepakatan warga setempat pelaku sanggup mengd@amtimeminta maaf
kepada korban (sesuai pranata dan norma sertasagail yang berlaku setempat)
maka kasus ini dikategorikan sebagai “masalah Bosag diselesaikan dengan
cara damai diluar hukum. Artinya penyelesaian nadisakcara musyawarabug
of court settlemehtanpa bersentuhan dengan sistem peradilan p{destarative
justicg. Implementasirestoratif justice didominasi oleh peran “Polri sebagai
agent of chandebagi masyarakat dalam mengembalikan situasi Kands
menuju keadaan yang kondusif, menghilangkan rasaasemasyarakat serta
menciptakan rasa aman dalam kehidupan sosial nzksgar

Penindakan hukum terhadap Geng Motor ini mengaleenidala dalam
pelaksaannya, karena tidak ada satupun indikattnpik yang menyatakan
bahwa Geng Motor tersebut merupakan perkumpuldaraeqg. Hal ini yang

menghambat Polres Bandung dalam melakukan penegakam terhadap Geng
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Motor sebagai sebuah *“perkumpulan”. Padahal dalaasalP 169 KUHP
dinyatakan bahwa keterlibatan dalam perkumpulang yditarang merupakan
suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan hark@nfenam) tahun penjara.

Atas dasar hal diatas tersebut Kapolres Bandungu#em melakukan
strategi untuk membuat suatu kesepakatan tertahig yapat dijadikan legitimasi
penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk dapanerapkan pasal 169
KUHP.

B. Terbitnya SKB Sebagai L egitimasi Penerapan Pasal 169 KUHP

Guna melaksanakan pola penanggulangan kejahatag wetor yang
diformulasikan oleh Kapolres melalui upaya penengpasal 169 KUHP dengan
mendapat legitimasi secara konkrit datakeholdermaupun masyarakat, maka

Kapolres mengambil motode seperti dalam tabel v ini:

Tabel 4
M etode Sosialisasi

SUBYEK METODE OBYEK
Kepsek, Guru, Murid
Masyarakat Umum:
Komunitas Pokdar
Kamtibmas, Ojeg
Kamtibmas, Kamling
POLRES Sosialisasi Ormas.

BANDUNG Pramuka, KNPI, dsb.
Tomas/ Toga:
Sosialisasi Ketua RW/ RT, Kyai,
Pemuka Adat
|nstitusi Terkait:
Sosialisasi& Rakor| TNI, Polri, Pemda,
Kejaksaan

Sosialisasi

Sosialisasi

Tabel 4 : menggambarkan pendekatan yang dilakukdmRolres Bandung
dalam menggalang dukungan melalui sosialisasi ngnektifitas Geng Motor.
Aktifitas ini berupa sosialisasi dan penyuluharhéelap orang maupun fasilitas

yang rentan menjadi korban keberingasan Geng Mkitasusnya yang secara
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geografis bertempat tinggal di daerah yang menjaté atau sering dilalui
kegiatan Geng Motor. Materi utama sosialisasi penyuluhan adalah perilaku
Geng Motor yang meresahkan dan mengganggu keteariramum dan dampak
aktifitas Geng Motor yang didominasi tindakan ah#&kdan brutal yang telah
menelan korban baik secara materi maupun fisik dakkrban jiwa.

Langkah Polres Bandung ini disambut positif oleHdRodimana pada
akhirnya Kapolda Jabar melarang segala bentuk teegisang terindikasi sebagai
geng motor. Pembubaran kerumunan itu tidak melanggadang-undang
mengenai kebebasan berkumpul seperti yang tertatamd undang-undang,
karena Geng Motor tidak memiliki badan hukum. Dendamikian pihak Polri
tidak takut melanggar undang-undang apabila petdgkgpangan membubarkan
kelompok pemuda yang terindikasi sebagai Geng Motor

Menyikapi “instruksi” Kapolda Jabar tersebut, Kapesl Bandung
mengimplementasikan dengan langkah konkrit yanggsiang menyentuh
dilapangan. Beberapa langkah yang dimaksud adalah:

1. Menjadikan Pasal 169 KUHP sebagai pasal pokok dala@®es penegakan
hukum terhadap aktifitas Geng Motor dengan berupagadapat legitimasi dari
seluruh komponen masyarakat.

2. Melibatkan personil Polres Bandung secara keseturaldalam melakukan
kegiatan penanggulanagan Geng Motor. Artinya balpega penanggulangan ini
dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian yang didPolres. Masing-masing
fungsi akan melaksanakan tugas sesuai dengan paasknya namun tetap
dalam satu sinergi yang saling mendukung.

3. Melakukan operasi secara konsisten dengan menggp&aasi penegakan
hukum, dengan sasaran Geng Motor dengan maksud ensenpit ruang gerak
tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor tarseb

4. Menggalang suara masyarakat untuk dijadikan seletdat masyarakat
kepada Polres Bandung bersama Forum KomunikasiiRampdaerah (FKPD
Kabupaten Bandung) guna menolak keras terhadapasektifitas geng motor.

5. Menjalin kerjasama yang terintegrasi antara PdBasdung dengan lintas
sektoral (aparat pemerintah) dan seluruh masyatkéhbtpaten Bandung untuk

secara bersama-sama memerangi segala bentukaak@ng Motor.
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6. Berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Bandung damintze agar
organisasi Geng Motor untuk tidak dimasukan (di&dtan dari) sebagai
organisasi resmi ataupun sebagai organisasi kemanudHal ini dimaksudkan
agar kelompok geng motor tidak semakin besar daaktimeluas di seluruh
Kabupaten Bandung.

7. Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah sertabeetayakan komunitas
pendidikan (kepala sekolah, guru-guru dan muridjukirbersama memerangi
segala aktifitas Geng Motor, mengingat sasararesarbkeanggotan Geng Motor
adalah para pelajar dan generasi pemuda pemudiysdoengsa.

8. Mengoptimalkan pelaksanaan program kemitraan metplogram sejuta
kawan” dalam menanggulangi dan memerangi segaldulbeaktifitas Geng
Motor.

9. Memanfaatkan media cetak dan elektronik secara imaksdidalam
memberitakan semua hal yang terkait dengan pemuaiainal dan segala
aktifitas yang dilakukan Geng Motor. Juga membkatabahwa Kapolres sedang
berupaya agar dapat menerapkan pasal 169 KUHP aepagal pokok dalam
melakukan penegakkan hukum. Diharapkan media glagat membantu dalam
penyebaran berita, pembentukan opini dan pembemtakea negatif terhadap
Geng Motor dan aktifitasnya yang dapat dikatagaorgebagai tindakan kriminal.
10. Dengan menggandeng semsi@keholder kemudian mesosialisasikannya
agar penanggulangan aktifitas geng motor bisa laarjdengan maksimal dan
wujud dari langkah-langkah tersebut adalah ditaardzninya Surat Keputusan
Bersama (SKB) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalen Bandung

dengan surat:

Nomor : Kep/551.11/1372-UM/2010 tanggal 29 Nopenii0
Nomor : Kep 300/Kep.1490-Humas/2010 tanggal 29 Ndper 2010
Nomor : Kep/45/X1/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Nomor : Kep/R/278/X1/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Nomor : Kep/4083/X1/2010 tanggal 29 Nopember 2010
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Tentang
PELARANGAN KEGIATAN KELOMPOK, PERKUMPULAN BERMOTOR/
GENG MOTOR SEPERTI BRIGEZ, XTC, MOONRAKER DAN GBR
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

Substansi dari SKB ini adalah memutuskan:

Pertama : Melarang kepada seluruh kelompok perkianpoermotor/ Geng
Motor seperti BRIGEZ, XTC, MOONRAKER dan GBR untuk
tidak melakukan segala aktifitas di Wilayah KabepaBandung.

Kedua . Melarang kepada seluruh kelompok perkunmpbErmotor/ Geng
Motor seperti BRIGEZ, XTC, MOONRAKER dan GBR, untuk
menghentikan segala tindakan yang menggangu keamdaa
ketertiban masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung.

Ketiga . Memerintahkan kepada seluruh Instansiaierkgar melakukan
tindakan tegas kepada seluruh kelompok perkumpbé&motor/
Geng Motor seperti BRIGEZ, XTC, MOONRAKER dan GBR
yang akan melakukan kegiatan yang menggangu keamdaia
ketertiban masyarakat sesuai dengan hukum yanakoer|

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal attiean.

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini ditandatangaeh dfepala Satuan
Pamong Praja Kab. Bandung, H. Syarif Hidayat, KegsolBandung Hendro
Pandowo, Komandan Polisi Militer Lanud Sulaiman AguSatya, Kepala
Kejaksaan Bale Bandung Yugaiyum Hasib, Komandanifdolab. Bandung
Agus Jauhari, dan Humas Pengadilan Negeri Bale Bapn@odong Iman, pada
tanggal 29 Nopember 2010.

Hasil dari proses kegiatan tersebut kemudian ditkap dengan langkah
konkret dilapangan, sehingga pada tanggal 14 Noperd010 telah ditangkap
anggota Geng Motor Brigez berjumlah 110 orang ytengdjri dari 20 orang siswa
SMP, 25 orang SMA, 5 orang Mahasiswa, dan 60 oR@ggangguran (Tuna
Karya). Tiga orang dinyatakan melakukan tindak paalan diproses secara
hukum. Proses penangkapan diikuti dengan idensifig@emanggilan orang tua,
pengarahan dan sekaligus pembubaran Geng MotoeBrigembubaran Geng

Motor Brigez diikrarkan pada tanggal 15 Nopembet@®@i Lapangan Mapolres
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Bandung yang ditandatangani di atas meterai oletuaKeBrigez Bandung
(Soreang), Windu Bakti.

Kondisi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah PolBandung dalam
menanggulangi Geng Motor sudah berimplikasi terpagambubaran Geng
Motor dengan segala aktifitasnya. Hal ini mendapambutan positif dari
masyarakat Bandung. Bahkan dengan tekad kebersama&@siptakan rasa aman
di wilayah, masyarakat Kabupaten Bandung melakuieklarasi Pelarangan
Segala Aktifitas Geng Motor” pada tanggal 26 NopemB010 di Lapangan
Upakarti Kabupaten Bandung yang dihadiri + 3.00éngt

Menyikapi aktifitas Geng Motor dan tuntutan maskata Kabupaten
Bandung tersebut, jajaran Muspida Kabupaten Bandétigy Ulama, Ormas
Pemuda, dan Lembaga Pendidikan menandatanganiakegap bersama untuk
menolak keberadaan geng motor di Kabupaten Bandung.

Secara formil bahwa dukungan kepada Polres Bandialgm rangka
penegakan hukum tersebut telah terwujud. Namun ldami SKB ini bukan
merupakan landasan hukum dalam penerapan Pas#&@P. Karena SKB ini
hanyalah sebuah kesepakatan dan bukan merupakdokphukum, sehingga
hanya merupakan dukungan yang lebih bersifat mdiamun terbitnya Surat
Keputusan Bersama (SKB) ini merupakan legitimastaydan tertuang secara
tertulis yang menyatakan bahwa masyarakat kabup&andung sepakat
menetapkan bahwa organisasi geng motor seperti BRIGTC, MOONRAKER
dan GBR sebagai organisasi yang dilarang di kaleafaandung. Dengan adanya
legitimasi sebagai organisasi terlarang tersebukamBolres Bandung dapat
menerapkan Pasal 169 KUHP sebagai pasal pokok dagpaya menanggulangi
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. SKBmerupakan wahana penting
menutup ruang gerak Geng Motor karena sudah tebyalyak fakta yang
mengungkapkan betapa meresahkannya mereka lewatkakdkekerasan yang

dilakukannya.

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



60

C. UpayaMengefektifkan Penerapan Pasal 169 KUHP

1. Vis

Visi yang dirumuskan adalah sebagai berikut : “Tigag@inya peran Polres
Bandung melalui kesiapan kondisi internal bidangnip@aan dan operasional
serta cara penanggulangan geng motor yang tepafiuinapaya langkah yang

kongkrit (nyata) dalam mewujudkan kepercayaan nrakga terhadap Polri”.

2. Mis
Operasionalisasi visi Polres Bandung khususnyaditedengan aktifitas
Geng Motor, dalam upaya mewujudkan rasa aman masytadibutuhkan misi
yang nyata sehingga visi tersebut dapat terlakdanéberhasil dengan baik. Oleh
karena itu misi yang dapat disimpulkan sebagainsarsehingga visi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik adalah:
a. Meningkatkan kemampuan pembinaan organisasoldes®Bandung
yang meliputi pembinaan personil, materiil, anggardan sistem metode
sehingga dapat mendukung peran Polri yang optimal.
b. Meningatkan kemampuan operasional di Polres @amdyang
mencakup aspek fungsional-manajerial pada aspekenganaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalianrasantensif dan
konsisten sehingga akan mampu menanggulangi skeatek aktifitas geng
motor.
C. Meningkatkan cara penanggulangan geng motor yepat melalui
upaya kongkrit/ nyata secara konsisten sehingganpBolri akan mampu

mewujudkan kepercayaan masyarak&isgptabilitas public

3. Penyiapan Personil

a. Babinkamtibmas

Babinkamtibmas ini merupakan ujung tombak dalamyaetpaian
informasi yang diberikan oleh Polri kepada masyarakegiatan mereka
adalah membina masyarakat untuk ikut berpartisipasnjaga keamanan

dan ketertiban yang berada dalam wilayah yang rdekg@wenangannya.
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Personil Babinkamtibmas ini boleh dikatakan adalahsonil yang sangat
mengenal kondisi masyarakatnya. Sehingga kedekattara masyarakat
dan Polri sangat ditentukan oleh kedekatan persBaibinkamtibmas
terhadap masyarakat. Untuk itu personil Babinkaméb perlu diberi
arahan dan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijgkarpinan berkaitan
dengan apa saja yang mengenai situasi kamtibmasingga dalam
memberikan masukan kepada masyarakat dapat sesmgard yang
diharapakan oleh pimpinan.

Babinkamtibmas sendiri boleh juga kita samakan denthumas”
yang juga merupakan fungsi manajemen dan mampu lanesikap
publik/masyarakat, mengidentifikasi kebijkan datatara seseorang demi
kepentingan publik serta merencanakan dan melakskeiu program
kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahamanddanngan dari
masyarakatnya. Humas sendiri harus memiliki tigageetian, yaitu:

1)  Memberikan penerangan kepada masyarakat.

2)  Membujuk/mengajak langsung kepada masyarakat guna

mengubah sikap dan tindakan.

3)  Mengusahakan dan mengintegrasikan sikap dan tindd&a

permasalahan dengan masyarakat dan dari masyatekedap

permasalahannya.

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa dalam melakutugasnya,
fungsi dari babinkamtibmas dan fungsi humas hammamiliki persamaan.
Demikian juga dengan kebijakan pimpinan dalam pmaanganan kasus
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, dimantelade adanya
penandatangan surat keputusan bersama maka madyatak aparat
pemerintahan sekabupaten Bandung sepakat untuk endwanrb label
terhadap geng motor sebagai organisasi yang dgdraraktifitas di wilayah
kabupaten Bandung. Dengan adanya kesepakatan sestubs, yang
menyatakan bahwa aktifitas geng motor tidak digimkdilaksanakan di
wilayah Bandung ini, maka penerapan pasal 169 KUHMRendapat

legitimasi terhadap setiap kegiatan geng motoebers
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Hal inilah yang menjadi arahan kepada para Babikenats agar
mereka mampu memberikan penjelasan kepada mastyasakingga para
orangtua juga mau turut serta aktif melarang amalkdaya terlibat dalam

kegiatan geng motor.

b. Fungs Samapta

Satuan samapta ini dibagi menjadi 2 bagian tugasmgY pertama
adalah tugas pengendalian massa. Tugas pengendadissa ini bertugas
sebagai satuan yang menangani atau mengamankaap Skedigiatan
masyarakat yang melakukan demonstrasi. Satuanlemgi#tapi dengan alat
peralatan yang cukup memadai dalam menanggulaggitke demonstrasi
tersebut, seperti tameng, tongkat, persenjtaan-tmanma dan kendaraan-
kendaraan penanggulangan massa. Pesonil dari qgangendali massa ini
biasanya diambil dari personil bintara yang masilulbmasuk dan personil
yang masih muda.

Yang kedua adalah tugas patroli kota atau disingkeiko. Dalam
patroli kota ini mereka diberi kendaraan apakah kéndaraan roda 2
ataupun kendaraan roda 4. Tugas mereka adalah ukatakegiatan patroli
diwilayah hukum Polres Bandung dan sudah ditentukss patrolinya oleh
Kasat Samapta ataupun Kanit Patroli. Dalam kegip#imli kota anggota
patko tidak selalu harus dalam kendaraan yang laerjdNamun mereka
harus sekali-sekali melakukan sambang masyarakatatea di wilayah-
wilayah yang rawan dengan kriminalitas.

Berkaitan dengan kebijakan Kapolres dalam upayamggulangan
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, maka @tagpatroli kota ini
mendapat arahan agar mereka mampu memberikan isasiakepada
masyarakat yang disambanginya tentang pola penkarggn yang menjadi
kebijakan Kapolres setelah ditandatanganinya skegtutusan bersama
tersebut. dengan adanya arahan baik dari pimpirdresPdalam hal ini
Kapolres maupun arahan dari pimpinan satuan fudgisim hal ini Kasat
samapta maka diharapkan para anggota patko ini mlamiliki wawasan
dan pengetahuan yang lebih baik dalam menangamamgngangguan dan

ancaman faktual yang dapat ditimbulkan dari kegigfang motor. Mereka
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harus mampu menjelaskan kepada masyarakat bahvidaapsengetahui
adanya konvoi atau kegiatan lainnya yang dilakudeh geng motor, maka
mereka sudah dapat dikenai sanksi pidana melasail 189 KUHP.

C. Fungsi Intelijen Keamanan

Fungsi utama Intelijen keamanan adalah melakukaeksie dini
terhadap berbagai situasi atau keadaan yang merpéikgaruh terhadap
kemungkinan ganguan situasi keamanan dan ketentiizayarakat. Fungsi
Intelijen ini sering dakatakan sebagai mata daimgel pimpinan. Artinya
bahwa satuan Intelijen Keamanan ini memiliki tugasuk mengumpulkan
data dan informasi di wilayah yang menjadi tanggawgbnya kemudian
menganalisanya untuk kemudian disajikan kepada ipanpsebagai bahan
masukan pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan.

Personil yang tergabung dalam satuan Intelijenjuga melakukan
pendekatan-pedekatan secara tertutup/tersamardégrhaetiap kegiatan
masyarakat, bailk yang dapat menguntungkan situgsiminan dan
ketertiban masyarakat maupun kegiatan yang dapatjaci ancaman
terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyardé&aperti yang
dikatakan oleh Kasat Intelkam Polres yang padaisaaedang melakukan
pengamanan pertandingan sepak bola :

“kami juga melakukan penggalangan-penggalangan deepa
kelompok-kelompok masyarakat dan instansi untuk rmewut serta aktif
menanggulangi kelompok bermotor. Selain itu jugaikenengawal penuh
terhadap proses terbitnya surat keputusan bersamalum organisasi
kemasyarakatan agar mereka juga mau menyuarakawarelgeng motor
di wilayah kabupaten Bandung”.

Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan kejaliygiag motor
yang terjadi di wilayah kabupaten Bandung ini, fsirgatuan Intelijen dapat
berperan sangat penting dengan memberikan masukpad& satuan
Reserse, Samapta, Babinkamtibmas dan satuan ltatulirientang
keberadaan geng motor yang ada, baik secara laiafi@ipun secara
kuantitas. Sehingga pimpinan dapat memerintahkaadee tiap-tiap fungsi

terkait agar melakukan tindakan sesuai dengan ioygsnasing-masing.
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d. Fungs Reserse

Satuan reserse merupakan satuan yang melaksanaersit
penegakkan hukum terhadap suatu tindak pidana vemadi diwilayah
hukumnya, dalam hal ini tentunya wilayah hukum r&ol Bandung.
Tindakan kepolisian yang bersifat tindakan represidlah suatu tindakan
kepolisian yang bersifat memaksa yang kadangkgatddilakukan dengan
alat paksa apabila hal tersebut memang harus #sakualam rangka
memulihkan situasi kamtibmas. Tindakan kepolisiapresif dilakukan
dalam bentuk tindakan penyelidikan dan tindakansgso penyidikan
terhadap suatu tindakan pidana yang sesuai demgiemsperadilan pidana
di Indonesia. Tindakan represif kepolisian dilakukaberdasarkan
kewenangan yang diberikan negara yang terdapamdaladang-Undang
Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repuliidonesia,
Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum aAéadana dan
perundang-undangan lain yang memberikan kewenantgithadap
kepolisian dalam menangani tindak pidana.

Fungsi reserse dalam melakukan serangkaian peikgegliddan
penyidikan terhadap suatu tidak pidana dianggapl Igka sesuai dengan
kewenangan yang diberikan negara kepada petugaslidiap dalam
melakukan tindakan-tindakan hukum seperti pemaaggikaksi dan
tersangka, penangkapan, penahanan penggeledahpardataan.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatagp giakukan
oleh geng motor di wilayah hukum Polres Bandungeteut, Kapolres perlu
menyiapkan personil reserse dengan pemberian atakbnis agar dalam
penanganan kasus geng motor tidak selalu menggunzdsal-pasal yang
biasa diterapkan seperti pasal 351,352 (pengamayapasal 170
(pengeroyokan), pasal 362 (pencurian), pasal 36hc(mian dengan
pemberatan), pasal 365 (pencurian dengan kekeratan)undang-Undang
darurat apabila mereka membawa senjata tajam &ajata api. Tetapi
mereka sudah dapat mengambil tindakan apabila atétimvoi dari geng
motor dengan menerapkan pasal 169 KUHP. Sepentj geampaikan oleh

Kasat serse kepada saya:
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“Dalam penanganan kejahatan yang dilakukan olely gestor, dulu
kami selalu harus menunggu ada laporan polisi skesrang korban
dulu, baru kami bisa bertindak melakukan tindakaepresif
penegakkan hukum. Sedangkan pasal yang kami terauledah 351,
352, 170, 365 dan 338 atau 340. Sedangkan sakanmi sudah bisa
melakukan tindakan terhadap geng motor meskipunekaebaru

sebatas dalam berkumpul sebelum melakukan kegig@ann

e Fungs Satuan Lalulintas

Satuan lalulintas adalah satuan yang khusus meniampgakara-
perkara yang berkaitan dengan kendaraan di jalé®ainan lalulintas bisa
melakukan tindakan represif yaitu melakukan perkadapara pelanggar
lalulintas dengan melakukan penilangan.

Terhadap kebijakan  Kapolres dalam upaya melakukan
penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geatprndi wilayah
Bandung. Boleh dikatakan bahwa peran dari satualuliritas ini sangat
penting. Dimana mereka dapat melakukan penilangdradap kendaraan-
kendaraan yang dipergunakan oleh anggota geng md@sanya
kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh anggot@ metor ini tidak
memiliki kelengkapan kendaraan yang sesuai stakeladaraan bermotor.
Sehingga dengan keaktifan dari anggota satuannelslini, maka setiap
aktifitas dari geng motor di jalan raya akan muti&monitor.

4. Pelaksanaan Sosialisasi

a. M asyar akat

Masyarakat adalah suatu kelompok orang yang memkesgbuah
sistem, dimana sebagian besar interaksi adalah iadigidu-individu yang
berada di dalam kelompok tersebut. kata masyarsésadiri berasal dari
bahasa Arab “ musyarak”. Masyarakat adalah sebumhukitas yang
interdependen (saling tergantung sama lainnya)a Ikedsyarakat biasanya
digunakan untuk mengacu kepada sekelompok orang fetup bersama

dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat nagsap faktor utama
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terciptanya norma sosial dalam suatu wilayah. Kighéth sosial masyarakat
dapat berjalan dengan baik apabila keteraturan a@wosial yang berlaku
dalam masyarakat tersebut juga berjalan dengan Bgkbila terdapat

konflik dalam masyarakat maka norma sosial jugaktiberjalan dengan

baik. Hal itu tentunya akan menciptakan suatu tesss terhadap keamanan
dan ketertiban baik itu antar individu maupun ak&lompok.

Seorang pemimpin (Kapolres) dalam masyarakat miamgeran
penting dalam menciptakan perdamaian dan penyatesaasalah melalui
berbagai upaya untuk mendorong para kelompok yaergohflik untuk
memiliki kesadaran tentang pentingnya kata “damddlam kehidupan
bermasyarakat. Seorang pemimpin harus menjaén“agerdamaian yang
harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kettfamgalam mengelola
konflik termasuk juga melakukan proses penyelesgiany dianggap sesuai
dalam norma sosial masyarakat. Pemahaman yangtdraiang dinamika
konflik akan membantu dalam mengenal situasi, pErab dan
memformulasikan upaya penyelesaian konflik tersebut

Di dalam tulisan ini tergambar bahwa langkah-lamgk&éapolres
dalam mengelola konflik dengan meciptakan upayayglesaian masalah
terkait penanggulangan geng motor di wilayah divgatben Bandung sudah
nyata. Dengan tahapan-tahapan yang dibuat secareca@a dan sistematis
serta sinergitas yang baik dengan instansi-instamsdi wilayah kabupaten
Bandung, sampai dengan upaya mensosialisasikand&epa@asyarakat
tentang langkah-langkah yang diambil oleh kepolisi@tam menangani
kejahatan geng motor.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini merup&ikaapan yang
dilaksanakan Kapolres dalam menciptakan situasi tikams terkait
aktifitas pelarangan kegiatan geng motor. Sosgllisa penting sekali di
berikan kepada masyarakat, karena masyarakat sekelganpok sosial
yang langsung bersentuhan dengan sumber konfldleltat. Sosialisasi ini
menerangkan bagaimana langkah yang akan diambh é&kepolisian
terhadap geng motor setelah ditandatanganinya @@aitusan Bersama.

Sehingga mereka dapat menyampaikan kepada kelyargdrahwa
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kepolisian dalam hal ini Polres Bandung akan médakutiindakan kepada
semua kegiatan yang dilakukan oleh geng motor, imeskmnereka belum
melakukan tindak kejahatan. Tentunya dengan hargigamada masyarakat
yang mengetahui bahwa salah satu keluarganya adam ikut dalam
salah satu geng motor tersebut, mereka akan memasehat atau paling
tidak ikut mengawasi supaya tidak lagi masuk mergadgota geng motor.

b. Sekolah
Sekolah menurut kamus bahasa Indonesia adalah rsdbodaga
yang dirancang untuk melakukan pengajaran terhaidaya/murid dibawah
pengawasan guru. Hampir seluruh negara memilikiersis pendidikan
formal yang sudah diwajibkan dalam program pemahintDi Indonesia
sistem pendidikan sangat menjadi perhatian penaérintalaupun ternyata
masih banyak dari anak-anak Indonesia yang belumgayam pendidikan
sekolah inti (SD, SMP dan SMA). Ada beberapa faltomg menyebabkan
sebagian anak-anak tidak mengeyam pendidikan diaekti, misalnya:
1) Faktor ekonomi orangtua mereka yang hidup dibagaris
kemiskinan, sehingga mereka berpikir daripada amainya harus
sekolah dan mengeluarkan biaya lebih baik merekanbmaatu
orangtua untuk bekerja mencari makan.
2) Kurangnya fasilitas bangunan sekolah dan teraeagajar
didaerahnya. Masih banyak di pelosok-pelosok buosantara ini
yang belum terjamah oleh campur tangan pemeringdhingga
mereka kesulitan untuk mencari lembaga sekolah kunémpat
belajar mereka.
3) Faktor dari anak itu sendiri. Faktor ini banydta jumpai di
kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandangkota-kota
besar lainnya. Awalnya anak-anak ini bersekolahmura karena
pergaulan dan merasa ingin bebas dari keharusajahelmaka
mereka sering membolos sekolah yang kemudian p&tanga
merekadrop out dari sekolah dan tidak melanjutkan sekolah lagi.
Sekolah yang pada konsepnya adalah mencetak an&kiartuk

mampu berkreatifitas dan mengembangkan diri sepasitif, seringkali
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malah menjadi sarana untuk berkreatifitas secagatiie Memang kita
pahami bersama bahwa usia-usia remaja adalah usrecam jati diri.

Mereka biasa mengekspresikan kemampuan dirinyaatleogra-cara yang
mereka senangi. Namun acap kali dalam mengekspresilki mereka
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norwsial s/ang berlaku.
Sehingga anak-anak seperti ini mendapat label “aaikl”.

Seperti dalam kasus kejahatan yang dilakukan oéstg gnotor ini,
boleh dikatakan hampir sebagian besar dari merd&iala anak-anak remaja
usia sekolah. Seperti yang sudah penulis sebutlkata ppab | bahwa
beberapa geng yang terbentuk dari kalangan siswR.SB&ng-geng itu
seperti Tuji (anak-anak SMP di daerah Buahbatut&s) aGBR (anak-anak
SMP di sekitar JIn. L.L.R.E. Martadinata), Neo Ndanak-anak SMP
daerah Buahbatu ke atas dan bawah, Ciwastra, #é@araga), serta STRG
(anak-anak SMP di sekitar Gegerkalong). Banyak gemgfor yang
memebubarkan diri begitu mereka lulus dari sekolsllunkin diantara
mereka ada yang melanjutkan sekolah ke luar kotad@zy. Namun
beberapa kelompok masih ada penerusnya dan berkgnmbenjadi geng
motor seperti GBR, STRG maupun Moonraker (M2R). dotg M2R
berasal dari berbagai sekolah, khususnya SMA. SBjdk tahun lalu,
keberadaan geng motor ini mulai meresahkan masytarakereka
melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah mengarahdkepndak pidana.
Aparat pemerintahan termasuk kepolisian sepedktliisa berbuat apa-apa
terhadap meluasnya keberadaan geng motor ini. S&mpaidian Kapolres
Bandung sebagai penjurunya bersama seluruh pimpiaarsetiap elemen
masyarakat bersepakat untuk menandatangani petarasejuruh aktifitas
geng motor di kabupaten Bandung.

Penandatanganan larangan segala aktifitas geng miiok@abupaten
Bandung adalah langkah awal yang baik dalam upa@amggulangan
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Sejalapéatanganan Surat
Keputusan Bersama tersebut, Polres Bandung geratali snelakukan
sosialisasi terhadap semua bidang yang dapat mqpijad dalam upaya

penanggulangan kejahatan geng motor secara perman&ekolah
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merupakan pilar yang penting dalam upaya penaaggah tersebut,
sehingga sekolah perlu sekali mendapat sosialisaengenai pola
penanggulangan kejahatan geng motor yang dilakaandRihak sekolah
dalam hal ini kepala sekolah dan guru-guru harusgai benar ancaman
yang akan dikenakan kepada siswa yang terlibahdiégiatan geng motor.
Bukan hanya itu saja, tetapi kepolisian berhardpmMaasekolah juga dapat
menjadi filter/penyaring sehingga siswa-siswa satkdlersebut tidak ada
yang terlibat dalam keanggotaan geng motor, meagipgsal 169 KUHP
yang akan diterapkan dalam penanggulangan gengr netgebut dapat
dikenakan meskipun yang bersangkutan belum melaktikaak pidana.

Hasil sosialisasi diharapkan mampu memberi peneerdepada sekolah
sehingga siswa-siswapun semakin mengerti bahwaibdaerl dalam

keanggotaan geng motor akan membawa celaka dirinyldegiatan

sosialisasi yang dilakukan oleh Polres dengan ral#m seluruh Kapolsek
dan para Kasat di Polres, dengan mereka semuatdimmuk mengampil

upacara bendera dengan amanat yang berisi sosidatissebut.

C. kelompok Remaja/Usia Anak Sekolah

Kenakalan remajguvenile delinquengyadalah suatu perbuatan yang
melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyasalag dilakukan
pada usia remaja atau transisi masa anak-anakesasd.

1)  Kirisisi dentitas.

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja
memungkinkan terjadinya dua hal yang berpengagaland dirinya.
Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensiamdal
kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas péfanakalan remaja
terjadi karena remaja gagal mencapai masa pengany kedua.
Dimana penentuan identitas peran yang terpangarahen&
lingkungan atau keluarga.

2)  Kontrol diri yang lemah.

Banyak remaja yang belum bisa mempelajari dan mdaiam

tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidakat diterima

dalam norma sosial. Sehingga akan terseret padkkpernakal'.
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Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui pedrmedaa tingkah
laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan dodiri untuk
bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Seperti yang sudah penulis sampaikan pada bab-wah hahwa
sebagaian besar dari anggota kelompok geng motompdiaku kejahatan
yang dilakukan oleh geng motor adalah anak usiaaj@osia sekolah.
Sebab pada usia seperti itulah mereka mencoba megatdirinya. Jika
mereka salah dalam menentukan identitas peran menaeka mereka akan
masuk dalam kelompok yang kenakalan remaja. Seairtgtpk salah
apabila kelompok remaja oleh Kapolres di masukaland salah satu pilar
penting untuk diberikan sosialisasi terhadap ancarkejahatan yang
dilakukan oleh geng motor dan pola penegakkan hulkang akan
dilakukan oleh kepolisian dalam penerapan pola ipgmalangan terhadap
kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Hal ydiwrapkan dalam
sosialisasi terhadap remaja/anak usia sekolah dalah mereka dapat
mengerti bahwa aktifitas yang dilakukan oleh gengtamternyata sangat
meresahkan masyarakat dan penerapan pasal 169 KA akan
diterapkan oleh kepolisian dalam menangani gengomtarnyata dapat
dilakukan meskipun mereka baru sebatas mengikudindg@otaan atau
mengikuti konvoi-konvoi geng motor tersebut. Bellagi adanya ancaman

hukuman yang cukup tinggi dari penarapan pasaKL#9P tersebut.

d. Kelompok Sadar Kamtibmas

kelompok sadar kamtibmas merupakan kelompok masyadalam
suatu lingkungan sosial yang dengan keinginannyadise memiliki
kesadaran akan pentingnya suatu lingkungan yangn ademn tertib.
Kelompok masyarakat seperti ini terdiri dari berdagplongan status sosial
dan bidang pekerjaan. Kelompok sadar kamtibmadriteddri berbagai
organisasi kemasyarkatan, ada organisasi para gdukajek, forum
komunikasi polisi masyarakat dan mitra bhayangkas@kan organisasi
kemasyarakatan yang dibentuk oleh kodim sepertarjaya juga turut aktif
dalam menciptakan situasi lingkungan yang tertiehiggga Kapolres

merasa juga perlu mejadikan mereka pilar pentintandamemberikan
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sosialisasi mengenai penerapan pasal 169 KUHPbtdrskarena mereka
dapat memberikan masukan kepada kepolisian terddagya kelompok-
kelompok geng motor yang berada di wilayah kabup&andung. Selain
memberikan masukan keberadaan geng motor tersbiasanya mereka
juga turun langsung dalam upaya pencegahannya.kislea&an sangat
bangga sekali apabila mereka dipakai oleh kepalisiatuk membantu
tugas-tugas kepolisian karena kelompok warga inngag mencitai

kepolisian.

e Keluarga TNI dan Polri

Mengapa keluarga TNI dan Polri masuk dalam pilartipg dalam
kegiatan sosialisasi? Hal ini didasari oleh keadadimana pada
kenyataannya banyak dari keluarga TNI dan Polriyamg terlibat dalam
keanggotaan dari geng motor. Salah satu penyebawabkegiatan geng
motor ini semakin menjamur dan banyak kejadian geogpr yang proses
hukumnya tidak berjalan maksimal adalah karenadsat@ara mereka yang
merupakan keluarga besar TNI dan Palri.

Sosialisasi kepada keluarga besar TNI dan Polrbéntujuan untuk
memberikan informasi dan konsensus, apabila dikeanutari ada keluarga
besar TNI dan Polri yang terlibat dalam keanggotgang motor apalagi
terlibat langsung dalam aktifitas kejahatan gengommaka tidak ada lagi
anggota TNI dan Polri yang mencoba melindunginyalai apabila ada
seorang anak dari anggota TNI dan Polri yang tarlilangsung dalam
kegiatan geng motor tersebut, maka orangtua daak aersebut yang
merupakan anggota TNI dan Polri akan mendapat saekgs dari
pimpinan masing-masing. Hal ini bertujuan agar gsogenegakkan hukum

penanggulangan geng motor bisa terlaksana dengktif ef

f. Pemasangan Spanduk

Pemasangan spanduk ini merupakan salah satu paatde
sosialisasi yang universal”, artinya diperuntukan untuk semua lapisan
masyarakat dan tidak terikat dengan kelompok-ketdmpnasyarakat
tertentu. Tujuan dari pemasangan spanduk ini &gasyarakat selalu
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diingatkan bahwa di wilayah kabupaten Bandung adenkpok geng motor
yang masih mencadi ancaman terhadap keamanan dgertiden
masyarakat. Ini juga merupakan upaya menyamakaep&rantar seluruh
kelompok masyarakat tanpa melihat status sosiaporabidang pekerjaan
bahwa “kita” sama-sama memusuhi dan memeranguadmdakan dan
aktifitas geng motor di kabupaten Bandung.

Pemasangan spanduk dilakukan di semua sentra &egreisyarakat
dan lembaga pendidikan serta kantor-kantor instadwdi ini bertujuan agar
seluruh masyarakat yakin bahwa semua kantor-kanstansi dan sekolah
semua mendukung diberantasnya seluruh aktifitag geotor tersebut.
penyamaan persepsi dan rasa kebersamaan pandambadap kegiatan
geng motor ini sangat penting sekali, karena derfganikian maka tidak
ada satu lembaga, kelompok dan perorangan yangidiam mencoba
mencari popularitas bagi kepentingan kelompok, kEgabatau individu
dengan mengatakan bahwa langkah-langkah yang diasalam upaya
penanggulangan geng motor tersebut tidak dibenateansalah. Kepolisian
perlu legitimasi penuh guna menerapkan pasal 168Ktrsebut, sehingga
apabila ada sebagian kecil orang yang memiliki ggesis yang berbeda,
maka akan dapat mempengaruhi opini publik. Terk&eluarnya Surat
Keputusan Bersama maupun penerapan pasal 169 késsdbut.

0. Siaran Radio

Radio telah menunjukkan kekuatannya sebagai meshdigikan
dalam arti luas, dan media komunikasi politik, tasmk pendidikan politik.
Fungsi pokok media komunikasi massa termasuk raaitu meliputi
pengamatan/pengawasan lingkun@surveillance of the environmégnBagi
masyarakat fungsi pokok radio sebagai sumber irdsiytkemudian fungsi
kedua, pengembangan konsensus. Konsensus terkgerdsosialisasi atau
fungsi pendidikan dalam arti luas(M.Alwi Dahlan dalam situs
http://www.pustekkom.go.id/teknodik/)Dengan adanya radio, seluruh
informasi dapat disebarluaskan dalam waktu yangksith bahkan sampai
dengan daerah yang belum terjangkau sekalipun roletia lainnya. Jika
kita melihat geografis kabupaten Bandung, ternyatsih banyak sekali
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daerah-daerah yang sulit dijangkau dalam arti keauk menjangkaunya
membutuhkan kendaraan-kendaraan tertentu. Memangr bmasih ada
media massa lain seperti media massa cetak. Napakala media cetak itu
sudah sampai ke desa-desa? Dan apakah masyarakatEkmengeluarkan
uang untuk membeli koran? Atau apakah seluruh nnaksgh kabupaten
Bandung sudah dapat membaca? Karena permasalatmaasp&han itu
dan untuk lebih mengefektifkan sosialisasi maka Ird30 Bandung
mengambil upaya sosialisasi melalui radio. Sepgatig dikatakan oleh

Wakapolres Bandung kompol P kepada saya:

“Kapolres juga memerintahkan kepada kami agar aebargantian
melakukan sosialisasi interaktif melalui radio. &aa ini interaktif
biasanya ada pertanyaan-pertanyaan melaui telgaaia, saat itulah
kesempatan kita untuk menjelaskan kepada merekekaeyang
terlihat berseberangan sehingga mereka bisa mendédialui
sosialisasi radio ini kita juga mengetahui bahwasyagakat sangat
mendukung semua yang kita lakukan dalam menciptsiaasi yang
aman”.

5.  Tindakan Preventif

a. Peningkatan Kegiatan Patr oli

Patroli adalah suatu kegiatan yang dilakukan ofahgperorang atau
kelompok dengan cara pengawasan dan pengamataddprBuatu wilayah
yang sudah ditentukan baik oleh organisasi, keldmgiau dirinya sendiri
dengan tujuan untuk menghilangkan niat dan kesenps¢seorang yang
akan melakukan tindakan Kriminalitas/kejahatan.

Kegiatan patroli yang biasa dilakukan oleh apargdkisian pada
tingkat Polsek dan Polres adalah kegiatan pawth pasif dimana mereka
melakukan kegiatan patroli sesuai dengan rute Ipatyang sudah
ditentukan. Dalam kegiatan patroli rutin pasif haisil dari patroli biasanya
adalah biasa-biasa saja. Karena patroli yang ditakihanyalah berputar-

putar menggunakan kendaraan sesuai dengan ruteli pgéing telah
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ditentukan oleh Kasat Samapta maupun Kanit PayaliiNamun yang
diingikan oleh Kapolres terhadap anggota patralinyadalah kegiatan
patroli reaktif. Dimana untuk memperoleh hasil ydngr biasa mereka
harus melakukan hal tidak biasa. Artinya mereka uharbenar
memperhatikan wilayah yang dilewatinya dalam pat@®ahkan jika perlu
mereka melakukan komunikasi dengan beberapa wargeaina di wilayah
yang rentan terhadap aksi kriminalitas.

Dalam kegiatan patroli dalam upaya penanggulanggaethktan geng
motor ini, kegiatan patroli di prioritaskan paddayah-wilayah tertentu dan
jam-jam tertentu. Sesuai dengan resistensi kerawanilayahnya. Seperti
yang disampaikan oleh Kasat Samapta yang padaitsaatendampingi
Wakapolres berbicara dengan saya:

“kami melakukan patroli pada wilayah-wilayah yarsgvan kejadian

kriminalitas dan tempat-tempat yang sering dijadikaaerah

berkumpulnya geng-geng motor. Terutama daerah Vaagyak
terdapat sekolah dan warung-warung tempat anakaekerkumpul.

Jam-jam patrolipun kami prioritaskan pada saat jmm- pulang

sekolah atau sore hari sampai dengan jam 21.00 \K#Bena itu

adalah jam-jam anak-anak sering berkumpul dengamarte
temannya”.

Peningkatan kegiatan patroli ini bukan saja dilakulpada tataran
Polres saja, namun kegiatan patroli ini wajib dikoleh semua jajaran
Polsek sesuai dengan peta kerawanan wilayahnyayabesemakin giatnya
kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran PoBasidung tentunya akan
membawa dampak positif terhadap situasi kamtibidasena para anggota
geng motor akan merasa tidak memiliki daerah yamgralagi untuk
berkumpul. Diharapkan pada akhirnya mereka akamasnattuk berkumpul

dan kemudian bubar dengan sedirinya.
b. Operasi/Razia

Operasi/ razia adalah suatu rangkaian kegiatan yammcana dan

memiliki sasaran tertentu yang dilakukan oleh smk@lok orang dengan
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maksud agar tujuan dari sasaran tersebut tercapperasi/razia ini
merupakan tindakan preventif untuk mencegah teyadsuatu ancaman.
Operasi/razia biasanya dilakukan oleh aparat pemadan manakala
diwilayah yang menjadi kewenangannya terdapat/dapanyebabkan
pelanggaran. Dengan diadakan razia ini diharapledrydng dikawatirkan
dapat mendatangkan ancaman bisa dihindari.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatagm metor ini,
maka penggelaran operasi/razia bertujuan agar oegaa niat dari para
anggota geng motor untuk melakukan aktifitasnyareKa kegiatan yang
dilakukan oleh anggota geng motor ini dilakukanasacbersama-sama.
Mereka tidak akan melakukan kegitan apabila hamjand kelompok kecil
(satu atau dua orang) saja.

Kegiatan operasi/razia ini dapat dilakukan oleluaatlalulintas atau
gabungan. Jika dilakukan oleh satuan lalulintas anglng dilakukan
pengecekan adalah kelengkapan kedaraan,suratr@anddan Surat ljin
Mengemudinya. Biasanya kendaraan yang dipergunalemanggota geng
motor ini tidak memiliki kelengkapan kendaraan d&m Sesuai dengan
perintah Kapolres bahwa apabila ditemukan kendargang tidak
menggunakan kelengkapan yang stadar dan terlirag@ibut geng motor
seperti stiker atau lambang-lambang sebuah gengrmatiar dilakukan
penilangan dan kendaraannya ditahan.

Jika dilakukan oleh satuan Samapta atau gabungaa rharus
dilkakukan pengecekan secara keseluruhan termastlakukian
pengggeledahan badan. Hal ini dimungkinkan adargaggndara yang
membawa senjata tajam atau barang-barang terlaie@ngya. Apabila
kegiatan razia ini dilaksanakan dengan maksimal amakat untuk
melakukan kejahatan tidak akan bertemu dengan ksstam melakukan
kejahatan. Sehingga ancaman terhadap terjadinya sndak pidana dapat

diminimalisir.

D. Evaluas Efektifitas Penerapan Pasal 169 KUHP
Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan infsrmantang

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasebetsdigunakan untuk
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menentukan alternatif yang tepat dalam mengamiplkesan, Suharsimi
Arikunto (2004 : 1). Fungsi utama evaluasi adalanyediakan informasi-
informasi yang berguna bagi pihak pengambil kemrudecision makgr
untuk menentukan kebijakan yang akan diambil benttas evaluasi yang
telah dilakukan. Sementara Menurut Worthen dan &andl1979 : 1)
evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga hjwdBesuatu yang
berharga tersebut dapat berupa informasi tentaaty sarogram, produksi
serta alternatif prosedur tertentu. Sebab evaluasan merupakan hal baru
dalam kehidupan manusia. Hal tersebut senantiasayirmgi kehidupan
pribadi maupun pekerjaan seseorang. Seorang indiwdng telah
mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakaiy ydilakukannya
tersebut telah sesuai dengan keinginannya ataki tida

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yafai tdikemukakan
beberapa orang diatas, penulis menarik benang nterstng evaluasi
yakni, evaluasi merupakan sebuah proses yang ##akoleh seseorang
untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah arogKeberhasilan
program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atasil yang dicapai oleh
program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilanda@dakonsep yang
terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisie&iektifitas merupakan
perbandingan antara output dan inputnya sedangksiensi adalah taraf
pendayagunaan input untuk menghasilkan output lest&tu proses
(Sudharsono 1994 : 2).

Evaluasi terhadap kegiatan/program yang dilaksanaitah Polres
Bandung dalam uapaya penanggulangan geng motoupaian hal yang
mutlak harus dilakukan. Seperti yang penulis sak@maidiatas, bahwa
untuk mengetahui apakah hasil program/kegiatanselbert berhasil atau
tidak maka diperlukan kegiatan evaluasi. Dalam wa&ll terhadap
program/kegiatan penanggulangan geng motor dapdihate apakah
efektifitas penerapan pasal 169 KUHP sudah mampandanenjawab
keberhasilan program tersebut.

Hasil dari pengamatan di lapangan dan wawancanalipedengan

Kasat Serse didapat informasi bahwa dengan mekargmsal 169 KUHP
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ternyata sangat membuat gentar para geng-geng nyatog ada di
kabupaten Bandung. Hal ini bisa terjawab dari tiddnya Laporan Polisi
yang masuk, berkaitan kejahatan yang dilakukarh ajeng motor.
Spanduk-spanduk yang dipasang, yang bertema pdesihgdap seluruh
geng motor juga masih lengkap terpasang tanpa adg lperani merobek
atau menurunkan. Bahkan pasall169 KUHP sampai dgragia saat penulis
melakukan wawancara belum pernah diterapkan kepatiku, artinya
“ancaman” penerapan Pasal 169 KUHP melalui SKBatgih Geng Motor
sangat efektif. Keefektifan penerapan pasal 169 RUHkelalui legitimasi
Surat Keputusan Bersama tidak terlepas dari geyaasosialisasi yang

dilakukan terhadap seleruh elemen masyarakat.

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1 Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, maka saya mengambil
kesimpulan bahwa ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan
penanganan geng motor tidak bisa maksimal. Yang pertama, adalah
sebagian besar dari anggota geng motor adalah anak-anak remaa usia
sekolah. Sehingga setiap kejahatan yang mereka lakukan dianggap sebagai
kenakalan remaja. Padahal perbuatan yang mereka lakukan sudah diluar
batas kewaaran yang dilakukan oleh anak-anak. Karena sebagian orang
menganggap sebagal kenakalan remaja maka proses penyelesaiannya juga
sering hanya sebatas permintaan maaf dan membuat pernyataan tidak
mengulangi perbuatannya kemudian pelaku dikembalikan lagi kepada
orangtuanya. Yang kedua, adanya anak-anak dari anggota TNI dan Polri
yang menjadi anggota geng motor. Keterlibatan anak dari anggota TNI dan
Polri ini tentunya akan membawa dampak yang negatif dalam proses
penanganan apabila merekaterlibat dalam suatu tidak pidana, dimana proses
penegakkan hukum tidak akan berjalan maksimal. Yang ketiga adalah,
proses penentuan pasa dalam KUHP yang hanya bisa menindak terhadap
pelaku kejahatan itu sendiri (individu yang melakukan). Padahal jika penulis
cermati bahwa tindak pidana yang mereka lakukan terjadi apabila mereka
(anggota geng) berkumpul dalam jumlah yang cukup besar (bersama-sama).
Jika mereka tidak bersama-sama dalam jumlah yang besar mereka tidak
berani melakukan perbuatan kriminal tersebut. jadi sebenarnya Polres
Bandung sendiri sudah melakukan tindakan dalam menangani keahatan
yang dilakukan oleh geng motor tersebut, namun apa yang sudah Polres

78
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Bandung lakukan ternyata tidak membuat efek jera terhadap para pelaku
geng motor tersebut.

2. Sebenarnya dalam KUHP sendiri sudah ada pasal yang dapat
menangani kejahatan yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan yang
dilarang, yaitu pada pasal 169 KUHP. Namun penerapan pasal 169 KUHP
sendiri memiliki kendala, dimana tidak ada satu aturan yang mengatakan
bahwa geng motor adalah satu perkumpulan yang dilarang di kabupaten
Bandung. Sehingga penerapan pasal 169 KUHP tidak bisa dilakukan dalam
penanganan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

Salah satu cara agar dapat menggunakan pasal 169 KUHP dalam
penanganan geng geng motor adalah dengan menerbitkan suatu keputusan
tentang pelarangan geng motor tersebut. Sehingga Kapolres pada saat itu
segera menyusun pola sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang
kajahatan yang dilakukan oleh geng motor tersebut. sosiaisasi itu sendiri
merupakan upaya penyamaan persepsi mengenal ancaman dengan
keberadaan geng motor di kabupaten Bandung.

Adanya deklarasi pelarangan aktifitas geng motor dan Terbitnya
Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan segala aktifitas geng
motor di wilayah kabupaten Bandung merupakan keberhasilan Kapolres
dalam melakukan pendekatan baik dengan tokoh masyarakat dengan
instansi samping. Terbitnya Surat Keputusan Bersama itu merupakan pilar
penting dalam melanjutkan upaya penanggulangan keahatan geng motor
tersebut.

3. Setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) maka Polres
Bandung mendapat legitimasi dalam menerapkan pasal 169 KUHP sebagai
pasa pokok dalam upaya penanggulangan keahatan yang dilakukan oleh
geng motor. Sosialisasi tentang ancaman hukuman dan unsur-unsur dalam
pasal 169 KUHP ternyata cukup membuat gentar para pelaku/anggota geng
motor. Sehingga ada geng motor yang langsung membuat pernyataan
pembubaran diri dan sisanya menghentikan segala aktifitas geng motor.
Pasal 169 KUHP sendiri, sampai denga penelitian ini dilakukan tidak pernah
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diterapkan kepada pelaku geng motor. Hal itu di sebabkan setelah terbitnya
Surat Keputusan Bersama tentang pelarangan aktifitas geng motor dan
dengan adanya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat termasuk
keluarga TNI dan Polri tidak ada satu kejadianpun yang berkaitan dengan
geng motor, bahkan bentuk aktifitas apa sgja dari geng motor tidak terlihat
di kabupaten Bandung. Hal ini menunjukan bahwa upaya penanggulangan
kejahatan geng motor melalui penerapan pasal 169 KUHP dengan didahului
terbitnya Surat Keputusan Bersama sangat efektif dilakukan.

B. Saran

1. Konsep penanggulangan kejahatan oleh geng motor dengan menerapkan
pasal 169 KUHP, melalui legitimas dari Surat Keputusan Bersama, dapat diikuti
oleh satuan-satuan wilayah lainnya yang memiliki permasalahan yang serupa.
Namun perlu dipahami bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut bukan produk
hukum yang dapat dijadikan |landasan dalam penerapan hukum. Sehingga apabila
wilayah lain akan menggunakan cara tersebut, harus diawali dengan melakukan
sosialisas yang aktif kepada seluruh elemen masyarakat dalam rangka penyamaan
persepsi. Karena inti dari keberhasilan Polres Bandung dalam menerapkan pasal
169 KUHP sebagai upaya penanggulangan kejahatan bermotor adalah dukungan
penuh dari masyarakat sekabupaten Bandung. Sementara adanya dukungan itu
disebabkan adanya persepsi/pemikiran yang sama bahwa keberadaan geng motor
di kabupaten Bandung sebagal ancaman terhadap seituasi keamanan dan

ketertiban masyarakat.

2. Jika kita benar-benar melaksanakan kepada Mangjemen Operasi Kepolisian
maka penerapan pasal 169 KUHP dan terbitnya Surat Keputusan Bersama tidak
perlu dilakukan. Ketegasan pimpinan dalam memimpin satuannya dengan
berkiblat pada manajemen operasi kepolisian akan mampu mencegah terjadinya
suatu kejahatan. Memperkuat Polsek sebagal basis deteksi dini dalam pencegahan
kejahatan dengan menerapkan:

a  mempu mengoprasionakan seluruh sumber daya yang ada di kesatuan

dan di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



81

b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang sudah,
sedang dan akan terjadi dengan proporsional.
c. Meéeaksanakan patroli secara efektif dengan sasaran selektif.
d. Melaksanakan razia yang dilakukan secara rutin pada jam, waktu dan
tempat yang rentan terhadap terjadinya kejahatan.
e. Mau melaksanakan koordinasi dan tukar menukar informasi dengan
satuan-satuan keamanan dan organsisasi masyarakat lainnya.
f.  Melakukan dengan efektif pelaksanaan kring serse yang menitik
beratkan pada:
1) Penguasaan daerah rawan dan waktu-waktu rawan.
2)  Upayakan dapat mengenali pararesidivis (pelaku kambuhan) dan
modus kejahatan yang dilakukan.
3) Mampu mengenali sasaran dari kejahatan.
4)  Melaksanakan patroli reserse dalam bentuk pencegahan.
0. Memantapkan pemolisian masyarakat dengan melibatkan forum
komunikasi polisi dan masyarakat dengan menitik beratkan pada:
1) Melakukan bimbingan dan penyuluhan agar daya cegah
masyarakat terhadap keahatan meningkat.
2)  Melakukan peningkatan akan sadar hukum masyarakat.
3)  Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral.
Jika pada jgjaran tingkat Polsek sudah mampu melakukan kegiatan tersebut

diatas maka dapat diyakini kejahatan dapat dicegah dengan maksimal.
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Wawancara dengan Kasat Intel Polres Bandung
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Kegiatan Geng Motor

GENG MOTOR BERKUMPUL SAMBIL ATRAKSI MOTOR

BEMDERA GENG MOTOR MOOMRAKER

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



Jaringan Rekrutment Melalui Website

J &) MOCNRAKER JABAR SPEED MANIAC - Mzl irefo
File fdit View Hitoyy fookmeiks Ioos Help

9 - C 4 B hp Isearch php? — 5] - Googie p
I Facebook I] Poker (2 aus 387 O Yehoo I mourtsin [ ALUMNL 4 dshared I} Sabivis 5. ahus387 [ Profil & YouTube | GPS QuickMin ™ Gl

[ MOONRAKER. MAN... x | i Fs dari KTCJAKBAR

MOONRAKER JABAR SPEED MANIAC ) sua

Dinding Info Moonraker™ KoleksiFoto Livestream Blog »

Buat Iar
MENU HALAMAN UTAMA

\\\‘
e

» Syarat Bergabung Halaman Facebook

» Pendataan Anggota =

» Photo Gallery I

LS

»Blog

Halaman Facebook membantu
a Follow Blog Anda mensmukan artis,
bisnis, ds- merek bary serts
» Video menghubungkan Anda dengan
Yang sudzh Anda sukai.

»Info Boxes

Idan Lainnya

» Post By Admin

18] | » VotelPilih Kategorl

» Moonraker Quiz !

 See All Members

Founded ;28 October 1978 » Sou Ml Links

BaseCamp : Eandung (Cent + Sea All Dacamaion
S - Dt

Done

3 Pendztaan Anggotz Moonraker:
Edt View Higtory Bookmerks Tools Help
T C XA (S s 4 R

™

] Facebook I Poker (3 slus 387 ©! Vahoo I mountain IE] ALUMNI 4 4shared I Sabitis -, olus3%7 I Profil 8 YouTube | GPSQuickiin I Grai

I MOONRAKER JABAR x| 3 n.x | B JABAR SPEED... » I3 Foto penggemar dari XTCJAKBAR x| =

;pendafaaﬂ ﬂimﬂafa L%ooﬂraker cjndmest'a Sporf C[ub
¥

Harap diisi dengan lengkap bag anggota Moonraker yang sudsh mempunyai Kartu Tanda Anggota
Semua data anda hanye akan menjad: milk kems dan tidsk untuk disebarluasken. Pendatean ini diharapkan menjad: buk ates
partisipasi ands kepads kami.
* Wajib
No Keanggotaan *

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



Simbol — Simbol Geng Motor

TG

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



Simbol — Simbol Geng Motor

L)
M“‘.‘“ r '*l {i

oAy L] THE N4 F AN

k O AL A

G 00 VT OO

- \
\Q!ﬁ(ﬂ""m“ﬂ-!“\’)

- One For All - All For Ons -

Efektifitas penangkapan..., Yopie Indra Prasetya Sepang, Pascasarjana Ul, 2011.



Kekerasan dan pembayatan geng motor
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Akta pendirian organisasi kepemudaan,

surat tanda bukti daftar dan keterangan domisili
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Barang bukti ya ng disita dari geng motor
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BARAMG BUNKTI SEMATAYS DIMGUNMAK AN CEMG HMDTOR
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Pemberitaan media tentang geng motor
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DIANIAYA GENG MOTOR BOLA MATA AZMI DIBUANG

Bandung, 10/11 (ANTARA) - Bola mata M Azmi Umara (12) siswa SMP 12 Bandung yang rusak akibat
dianiaya orang tak dikenal bersepeda motor terpaksa diangkat.

“Karena dikhawatirkan akan mengalami infeksi dan berpengaruh pada mata kanannya, mak
melakukan operasi pengangkatan bola mata secara keseluruhan karena sudah rusak perma
Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Cicendo Hikmat Wangsaatmaja di RS Cicende
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Corat - Coret Geng Motor
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Melakukan operasi penindaka n kejahatan jalanan dan kejahatan menonjol

Secara umum
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Melakukan penindakan hukum melalui proses hukum bagi yang ter bukti

melakukan tindak pidana
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Melakukan identifikasi terhadap pelaku dan barang bukti terha  dap seluruh

anggota geng motor yang terkena razia.
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Melakukan pemilahan didasarkan kelompok umur dan pendidikan, seperti pada
penanganan kasus yang telah dilakukan tanggal 14 no  vember 2010 di

pengalengan
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APEL PEMBINAAN ANGGOTA GENG MOTOR

(1) Kelompok SMP berjumlah 20 orang (umur 14 s/d 16 tahun termasuk 2
perempuan).

(2) Kelompok SMA berjumlah 25 orang (umur 16 s/d 18 tahun).

(3) Kelompok Mahasiswa berjumlah 5 orang (umur 18 s/d 23 tahun termasuk 1
perempuan).

(4) Kelompok Tuna Karya berjumlah 60 orang (ada 9 orang tuna karya, umurnya
dibawah 18 tahun.
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Pemilahan didasarkan kelompok umur dan pendidikan

ANCOOTA GING M
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Melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemanggilan oran g tuayang
terkena razia dan memberitahukan keterlibatan anakn  ya dengan kelompok geng
motor

MENGUMPULKAN DAM MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA
SELURUH ORAMNG TUAANGGOTA GEMG MOTOR
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Memberikan upaya pembinaan rohani mental kepada seluruh anggot  a geng motor
yang terjaring

AMNGGOTA GENG MOTOR MENERIMA CERAMAM SETELAMH SHALAT
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Melakukan pembubaran salah satu sub kelompok BRIGEZ atas inis iatif dari yang
bersangkutan setelah terjaring operasi

KETUA GEMG MO A BRIGEE MEMN CAP TELAR P EM B B RO
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Memulangkan seluruh anggota yang telah terjaring dalam operasi geng motor
setelah dilakukan pembinaan rohani mental dan setel = ah menandatangani surat
pernyataan untuk tidak terlibat kegiatan serupa ser  ta pengembalian sepeda motor
yang telah diamankan
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Mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik terhadap semua kasus geng
motor y ang telah ditangani o leh Polres Bandung
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Foto Penandatanganan SKB
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EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 169 KUHP MELALUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ( SKB ) DI
WILAYAH POLRES BANDUNG

STUDI KASUS PENANGANAN GENG MOTOR

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: Kapolres Bandung

Nama

Umur

Pendidikan

Agama :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten
Bandung?
Jawab:

2. Bagaimana dengan kondisi kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres saudara?
Jawab:

3. Apakah kegiatan geng motor di wilayah hukum saudara cukup meresahkan?
Jawab:

4. Bagaimana upaya Polres Bandung dalam menangani masalah geng motor dengan

pendekatan preventif?

Jawab:

5. Bagaimana peran stakeholder dalam menanggulangi kejahatan geng motor?

Jawab:

6. Apakah masyarakat mendukung penuh terhadap upaya saudara dalam menangani geng
motor?

Jawab:
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Mengapa perlu ada SKB untuk agar pasal 169 KUHP dapat diterapkan? , Apakah aparat Polri
merasa kurang maksimal menerapkan pasal-pasal di KUHP dalam memberantas geng motor

tersebut? mengapa?

Jawab:

Bagaimana tanggapan masyarakat dengan terbitnya SKB tersebut?
Jawab:

Sejauh mana efektifitas penerapan pasal 169 KUHP setelah terbitnya SKB?

Jawab:
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PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: Komandan Kodim 0609

Nama
Umur
Pendidikan
Agama :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan masyarakat di Kabupaten Bandung ditinjau dari

aspek sosial budaya?

Jawab:
2. Menurut saudara, apakah di wilayah teritorial saudara ini dalam keadaan aman dan tertib?
Jawab:
3 Apakah kegiatan geng motor di wilayah hukum saudara cukup meresahkan?
Jawab:
4. Bagaimana upaya Kodim dalam ikut menanggulangi kejahatan geng motor?
Jawab:
3. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap peran LSM dalam keikutsertaannya

mendukung pemeliharaan kamtibmas di wilayah kerja saudara?

Jawab:

4. Menurut saudara, sejauh mana interaksi sosial yang terjalin antara masyarakat dengan TNI
dan Polri berkait dengan kamtibmas?

Jawab:

5. Apakah benar ada keluarga dari TNI dan Polri yang terlibat dalah keanggotaan geng motor?

Jawab:

6. Apa yang akan saudara lakukan jika mengetahui ada putra dari anggota saudara yang

terlibat dalam kegiatan geng motor, setelah terbitnya SKB ?

Jawab:
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PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR
Sumber Informasi: Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda/ Cendekiawan/ L SM

Nama
Umur
Pendidikan

Agama :

1. Bagaimana menurut saudara kehidupan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Bandung?

Jawab:

2. Apakah situasi kamtibmas di wilayah kabupaten Bandung ini cukup baik?

Jawab:

3. Apakah di wilayah kabupaten Bandung ini sudah berdiri geng-geng motor seperti yang ada
di kotamadya Bandung ?

Jawab:

4. Bagaimana menurut pendapat saudara terhadap keberadaan komunitas bermotor (Geng
Motor) yang beraktifitas di Kabupaten Bandung?

Jawab:

5. Bagaimana upaya yang saudara lakukan dalam ikut membantu penanganan kejahatan yang
dilakukan oleh geng motor?

Jawab:

6. Apakah dalam lingkungan tempat tinggal saudara ada yang terlibat dalam geng motor?

Jawab:

7. Jika ada, apa yang saudara lakukan ?
Jawab:

8. Apakah saudara pernah diberi sosialisasi mengenai keberadaan geng oleh Polres?
Jawab;

9. Apakah ada pengaruhnya dengan aktifitas geng motor setelah terbitnya SKB?

Jawab:
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PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: Penyidik Polri

Nama

Umur

Pendidikan

Agama :

1. Bagaimana menurut saudara, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Geng Motor
?
Jawab:

2. Menurut yang saudara ketahui, anak usia berapa yang terlibat dalam kegiatan geng motor?

Jawab:

3. Saudara sebagai penyidik tentunya mengetahui apa kendala dalam menangani kejahatan
geng motor?

Jawab:

4. Menurut saudara, apakah ada pendekatan diluar hukum dalam menangani pelanggaran
hukum geng motor?

Jawab:

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh anggota Geng Motor?

Jawab:

6. Apakah pasal lain dalam KUHP tidak mampu menangani kejahatan geng motor?
Jawab:

7. Kenapa pasal 169 KUHP ini dianggap sangat efektif dalam menangani kasus geng motor?
Jawab:

8. Apakah setelah terbitnya SKB, sudah ada kasus yang ditangani dengan menerapkan pasal
169 KUHP?

Jawab:
9. Apa kendala dalam penerapan pasal 169 KUHP?

Jawab
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PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

Sumber Informasi: pelaku geng motor

Nama
Umur
Pendidikan

Agama :

1. Apa alasan mengikuti gen motor?
Jawab:

2. Siapa yang mengajak masuk dalam geng motor?
Jawab:

3. Bagaimana cara pendaftaran masuk dalam geng motor?
Jawab:

4. Apa doktrin dari gen motor?
Jawab:

5. Apakah banyak anak dari anggota TNI dan Polri yang ikut dalam geng motor?
Jawab:

6. Berapa umur rata-rata dari anggota geng motor?
Jawab:

7. Apakah banyak anggota geng motor yang terlibat narkoba?

Jawab:

8. Bagaimana cara mencari biaya untuk membeli narkoba tersebut?
Jawab:

9. Apakah sesama anggota geng motor mengenal sex bebas?
Jawab:
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10.

11.

12.

Apakah tahu bahwa masyarakat resah dengan keberadaan geng motor tersebut?

Jawab:

Apakah mengetahui di kabupaten Bandung telah ditandatangani SKB untuk mengatasi

keberadaan geng motor?

Jawab:

apakah tahu bahwa Polisi akan menggunakan pasala 169 KUHP untuk menjerat anggota

geng motor di kabupaten Bandung?

Jawab:
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